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ABSTRAK 

 

Berdasarkan pra-riset, di Toko Bayu, Pasar Tugu Bandar Lampung menjual 
berbagai macam pakaian. Pakaian yang dijual di Toko Bayu Bandar Lampung 

sangat beraneka ragam seperti pakaian balita, pakaian anak-anak, pakaian dewasa 

baik laki-laki maupun perempuan. Sistem penjualan pakaian adalah satuan. Jadi 
kebiasaan yang sering terjadi ketika proses jual beli adalah ketika pembeli datang 

mencari pakaian, kemudian ia menemukan pakaian yang disukai atau yang 
diinginkan namun belum mempunyai uang yang cukup untuk membeli pakaian 

tersebut. Karena kebiasaan yang sering terjadi di Toko Bayu, Pasar Tugu Bandar 

Lampung harus membayar sejumlah uang sebagai tanda jadi dan barang akan 
disimpankan oleh penjual untuk ditebus atau diambil dalam jangka waktu yang 

sudah ditentukan. Rumusan masalahnya yaitu bagaimana pelaksanaan jual beli 

pakaian dengan sistem down payment (DP) di Toko Bayu, Pasar Tugu Bandar 
Lampung? bagaimana analisis hukum ekonomi syariah terhadap jual beli pakaian 

dengan sistem down payment (DP) di Toko Bayu, Pasar Tugu Bandar Lampung? 
Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui pelaksanaan jual beli pakaian 

dengan sistem down payment (DP) di Toko Bayu, Pasar Tugu Bandar Lampung 

dan untuk mengetahui analisis hukum ekonomi syariah terhadap jual beli pakaian 
dengan sistem down payment (DP) di Toko Bayu, Pasar Tugu Bandar Lampung. 

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (field research), dan 

sifat penelitian ini yaitu deskriptif analisis. Sumber data yang digunakan adalah 
sumber data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan 

interview, observasi, dan dokumentasi. Teknik pengelolaan data yaitu, editing, 
rekonstruksi data, dan sistematis data. Kemudian metode analisis data yang 

digunakan adalah analisis kualitatif dengan metode berfikir induktif. 

Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik sebuah kesimpulan, pertama, 
praktik jual beli pakaian dengan sistem down payment (DP) di Toko Bayu, Pasar 

Tugu Bandar Lampung yaitu dengan membayar uang muka atau DP. Mengenai 
besarnya uang tersebut yakni jika pembeli baru maka harus memberikan uang 

sebesar 50% sementara pembeli lama yaitu 10% dari barang yang ingin dibeli 

sebagai jaminan untuk barang tersebut. Jangka waktu yang diberikan untuk 
pembeli baru adalah 3 hari dan untuk pembeli lama yakni 7 hari. Barang tersebut 

bisa dibawa pulang jika pembeli sudah melunasi sisa pembayarannya, namun 

apabila dalam kurun waktu tersebut belum dilunasi maka uang yang sudah 
diberikan dianggap hangus. Kedua, praktik jual beli dengan sistem down payment 

(DP) di Toko Bayu, Pasar Tugu Bandar Lampung sudah sesuai dengan hukum 
ekonomi syariah, hal ini dikarenakan jual beli tersebut menerapkan asas 

kepercayaan dan terjadi atas dasar adanya kebutuhan terhadap suatu barang 

namun tidak ada kemampuan untuk membeli secara tunai, dalam hal ini jual beli 
dengan sistem down payment (DP) di Toko Bayu, Pasar Tugu Bandar Lampung 

termasuk jual beli yang mengandung kepercayaan dalam bermuamalah yang 

diperbolehkan atas dasar kebutuhan hajat menurut pertimbangan‘urf (adat 
kebiasaan). Adapun hangusnya uang DP apabila pembeli membatalkan jual beli 

tersebut merupakan konsekuensi yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak. 
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MOTTO 

 

                              

                            

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan 

harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan 

perniagaan 

yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah 

kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah 

Maha Penyayang kepadamu". 

(Q.S. an-Nisa [4]: 29) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul 

Penegasan terkait judul dalam setiap penelitian sangat penting 

dan diperlukan karena hal ini tidak lain adalah untuk menghindari 

sesuatu kekeliruan dalam memahami suatu judul, maka perlu 

penjelasan judul skripsi dengan makna atau definisi yang 

terkandung di dalamnya. Judul ini adalah “Analisis Hukum 

Ekonomi Syariah terhadap Jual Beli Pakaian dengan Sistem 

Down Payment (DP) (Studi Pada Toko Bayu, Pasar Tugu 

Bandar Lampung)”. Adapun beberapa hal pengertian yang perlu 

dijelaskan sehubungan dengan judul tersebut adalah sebagai 

berikut:  

1. Analisis 

Analisis menurut Dwi Prastowo merupakan suatu pokok 

atas bagian dan penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan 

bagian untuk mendapatkan informasi keseluruhan yang tepat.
1
 

2. Hukum Ekonomi Syariah 

Hukum ekonomi syariʼah adalah ilmu ekonomi yang tidak 

dapat dipisahkan dari berbagai pertimbangan dan orientasi aspek 

nilai serta norma kehidupan, seperti norma dan nilai-nilai dalam 

ajaran syari’ah Islam yang sesuai dengan al-Qur’an dan as-

Sunnah.
2
 

3. Jual beli  

Jual beli menurut pengertian lughawi-nya adalah saling 

menukar (pertukaran), dan kata al-Bai’ dan asy-Syiraa 

dipergunakan biasanya dalam pengertian yang sama. Dua kata 

ini masing-masing mempunyai makna dua yang satu sama 

lainnya bertolak belakang. Menurut syari’at jual beli ialah 

                                                             
1 Asnun Muhammad, “Analisis Nilai Pendidikan Karakter Yang 

Dikembangkan di SMA Negeri 2 Kendari Kelurahan Rahandouna Kecamatan Poasia 

Kota Kendari,” Journal of Chemical Information and Modeling 53, no. 9 (2016): 89–
90. 

2 Heri Sudarsono, Konsep Ekonomi Islam (Yogyakarta: Ekonisia, 2002), 14. 
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pertukaran harta, atas dasar saling rela, atau memindahkan milik 

dengan ganti yang dapat dibenarkan.
3
 

4. Pakaian  

Pakaian adalah barang apa yang dipakai atau dikenakan, 

seperi baju, celana, rok dan lain sebagainya. Seperti pakaian 

dinas berarti baju yang dikenakan untuk dinas, pakaian hamil 

berarti baju yang dikenakan wanita hamil, pakaian adat berarti 

pakaian khas resmi suatu daerah.
4
 

5. Sistem Down Payment (DP) 

Sistem Down Payment (DP) adalah pemberian uang dari 

calon pembeli kepada penjual sebagai tanda jadi atau pengikat 

yang menyatakan bahwa pembelian itu jadi dilaksanakan dan 

jika pembeli membatalkannya maka uang muka (DP) tersebut 

tidak bisa dikembalikan. Uang muka (DP) dikenal sebagai 

transaksi jual beli untuk menyatakan kepastian pembelian 

barang.
5
 

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dipahami bahwa 

maksud dari judul ini adalah suatu penelitian tentang praktik jual 

beli pakaian di Toko Bayu, Pasar Tugu Bandar Lampung dengan 

sistem down payment (DP) atau uang muka kemudian dianalisis 

menurut hukum ekonomi syariah.  

 

B. Latar Belakang Masalah 

Islam adalah suatu agama bagi umat manusia yang mengatur 

cara hidup di dunia dan akhirat. Kedua cara hidup tersebut 

mempunyai hubungan erat sekali, karena itu dunia akhirat tidak 

dapat dipasahkan. Untuk itu diperlukan keseimbangan di dalam 

cara hidup tersebut. Islam menuntut setiap manusia bekerja keras 

guna mencapai kebahagiaan hidup di dunia ini.
6
 

Manusia adalah makhluk sosial, di balik ciptaan yang paling 

sempurna yang diciptkan Allah Swt sesungguhnya manusia 

                                                             
3 Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah 13, Cet ke-1 (Bandung: PT. Alma’arif, 2013), 

263. 
4 Athea Kania, Ensiklopedia Mini: Mengenal Sejarah Pakaian (Bandung: 

Angkasa, 2014), 2. 
5 JCT. Simorangkir, Kamus Hukum (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), 120. 
6 Siti Mahmudah, “Reformasi Syari’at Islam (Kritik Pemikiran ’Abd Al-

Karim),” AL-’ADALAH 13, no. 1 (2016): 86. 
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mempunyai kekurangan yaitu sifat membutuhkan bantuan sesama 

manusia sehingga diharuskan untuk tolong menolong dan saling 

membantu dalam memenuhi segala kebutuhan baik dalam 

kepentingan individu maupun umum. Ikatan persaudaraan yang 

dianjurkan dalam Islam antara satu dengan yang lainpun menjadi 

kuat. Dalam kaidah yang disebutkan oleh bapak Sosiologi, Ibnu 

Khaldun dalam karya monumentalnya, Muqaddimah Ibnu 

Khaldun, bahwa "innal insanu madaniyyun tab‘i" artinya manusia 

adalah makhluk sosial.
7
 

Hal ini sejalan dengan kehidupan bermasyarakat yang 

semestinya menginginkan individu-individu yang sosialis dengan 

karakter agamis. Alasannya, kehidupan masyarakat Indonesia 

menggenggam norma-norma, seperti norma agama, hukum, susila 

dan kesopanan.
8
 

Manusia dalam memenuhi kebutuhan hidup saling 

membutuhkan dan berhubungan sesama manusia lain, jika tidak 

saling membutuhkan dan berhubungan untuk memenuhi segala 

aspek kebutuhan hidup mustahil di dunia ini dapat terwujud sarana, 

fasilitas dan lapangan kegiatan yang dilakukan oleh dan untuk 

manusia. Memang inilah hakikat manusia di mana sejak lahir 

membutuhkan bantuan orang lain untuk bisa hidup dengan cara 

tolong menolong antar sesama, terlebih dalam hal kebaikan. Akan 

tetapi, sifat tamak tetap ada dalam diri manusia yaitu suka 

mementingkan diri sendiri. Oleh karena itu, agama memberi 

peraturan yang sebaik-baiknya supaya kehidupan manusia menjadi 

teratur.
9
 

Kajian tentang jual beli yang merupakan bagian dari 

muamalah yang terus berkembang sesuai dengan perkembangan 

zaman. Jual beli merupakan akad yang umum digunakan oleh 

masyarakat. Karena dalam setiap pemenuhan kebutuhannya, 

masyarakat tidak bisa meninggalkan akad ini. Untuk memperoleh 

makanan misalnya, terkadang masyarakat tidak mampu untuk 

                                                             
7 Muhammad Thalhah Hasan, Islam Dalam Perspektif Sosio Kultural (Jakarta: 

Lantabora Press, 2005), 37. 
8 Budimansyah, “Gerakan Islam Jama’ah Tabligh Dalam Tinjauan Maqashod 

Al-Din,” AL-’ADALAH x, no. 3 (2012): 255. 
9 Sulaimani Rashid, Fiqh Islam (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2007), 278. 
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memenuhi kebutuhan itu dengan sendirinya, tapi membutuhkan 

dan berhubungan dengan orang lain, sehingga terbentuk akad jual 

beli.
10

 Seperti firman Allah Swt dalam Q.S. al-Baqarah [2]: 275 

yaitu sebagai berikut: 

                        

                            

                                 

                         

"Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat 

berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan 

syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang 

demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), 

Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah 

menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang 

yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus 

berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah 

diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya 

(terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), 

Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal 

di dalamnya". (Q.S. al-Baqarah [2]: 275) 

 

Ibnu Katsir menjelaskan bahwa orang-orang yang makan 

(mengambil) riba tidak dapat berdiri, melainkan seperti berdirinya 

orang yang kemasukan setan karena (tekanan) penyakit gila. 

Keadaan mereka yang demikian itu karena mereka berkata bahwa 

sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah Swt 

telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang 

yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya lalu terus 

berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah 

                                                             
10 Dimyauddin Djuwaini, Pengantar Fiqh Muamalah (Jakarta: Pustaka 

Pelajar, 2008), 69. 
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diambilnya dahulu (sebelum datangnya larangan) dan urusannya 

kepada Allah Swt.
11

 Selanjutnya firman Allah Swt dalam Q.S. an-

Nisa [4]: 29 yaitu sebagai berikut: 

                              

                      

       

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling 

memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan 

jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara 

kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya 

Allah adalah Maha Penyayang kepadamu". (Q.S. an-Nisa [4]: 29) 

 

Menurut M. Quraish Syihab dalam tafsir Al-Misbah-nya 

menjelaskan bahwa larangan makan harta sesama dengan cara bātil 

adalah segala sesuatu yang tidak dibolehkan syari'at seperti 

pencurian, khianat, perampasan atau segala bentuk akad yang 

mengandung riba. Kecuali dengan perdagangan yang dilakukan 

atas dasar suka sama suka atau saling percaya.
12

 

Mengikuti prinsip jual beli secara Islam, jual beli merupakan 

sarana tolong menolong antar sesama manusia. Orang yang sedang 

melakukan jual beli tidak dilihat sebagai orang yang sedang 

mencari keuntungan semata, akan tetapi juga dipandang sebagai 

orang yang sedang membantu saudaranya.
13

  

Jual beli dengan sistem down payment (DP) adalah jual beli 

yang dilakukan seseorang yang mana dia membeli atau menyewa 

sesuatu dan memberikan sebagaian pembayarannya sebagai 

jaminan atau pengikat transaksi tersebut, dan menetapkan batas 

tempo untuk melunasi sisa harganya. Ada berbagai alasan orang 

menggunakan sistem down payment (DP) dalam jual beli, salah 

                                                             
11 Muhammad Nasib al-Rifa’i, Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir, trans. 

Syihabuddin (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), 176. 
12 M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 102. 
13 M. Yazid Affandi, Fiqh Muamalah Dan Impelentasinya Dalam Lembaga 

Keuangan Syariah (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), 54. 



6 

satunya belum bisa melunasi harga barang dengan jumlah uang 

sehingga pembeli memberikan setengah harga untuk barang yang 

ingin dibelinya.
14

 

Berdasarkan pra-riset, di Toko Bayu, Pasar Tugu Bandar 

Lampung menjual berbagai macam pakaian. Pakaian yang dijual di 

Toko Bayu, Pasar Tugu Bandar Lampung sangat beraneka ragam 

seperti pakaian balita, pakaian anak-anak, pakaian dewasa baik 

laki-laki maupun perempuan.  

Sistem penjualan pakaian adalah satuan. Jadi kebiasaan yang 

sering terjadi ketika proses jual beli adalah ketika pembeli datang 

mencari pakaian, kemudian ia menemukan pakaian yang disukai 

atau yang diinginkan namun belum mempunyai uang yang cukup 

untuk membeli pakaian tersebut. Karena kebiasaan yang sering 

terjadi di Toko Bayu, Pasar Tugu Bandar Lampung harus 

membayar sejumlah uang sebagai tanda jadi dan barang akan 

disimpankan oleh penjual untuk ditebus atau diambil dalam jangka 

waktu yang sudah ditentukan.  

Ada perbedaan antara pembeli baru dan pembeli lama yaitu 

perbedaan jangka waktu untuk pembeli baru adalah tiga hari dan 

diharuskan membayar uang muka sebesar 50%, tetapi untuk 

pembeli lama diberi jangka waktu tujuh hari dan membayar uang 

muka sebesar 10%. Dan jika dalam waktu yang sudah ditentukan 

pakaian tersebut belum dilunasi oleh pembeli maka uang muka 

yang diberikan dianggap hangus. Apabila sudah dilunasi maka 

barang tersebut bisa dibawa pulang. Jika barang terdapat cacat atau 

rusak maka barang tersebut tidak bisa dikembalikan. 

Realita dan kejadian itulah yang melatarbelakangi penulis 

tertarik untuk meneliti terkait pelaksanaan dalam jual beli pakaian 

dengan sistem down payment (DP) pada Toko Bayu, Pasar Tugu 

Bandar Lampung dan membahasnya lebih lanjut dalam bentuk 

skripsi yang berjudul “Analisis Hukum Ekonomi Syariah 

terhadap Jual Beli Pakaian dengan Sistem Down Payment (DP) 

(Studi Pada Toko Bayu, Pasar Tugu Bandar Lampung)”. 

 

 

                                                             
14 JCT. Simorangkir, Kamus Hukum, 121. 
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C. Fokus dan Sub-fokus Penelitian  

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, maka fokus 

penelitian ini adalah analisis hukum ekonomi syariah terhadap jual 

beli pakaian dengan sistem down payment (DP) di Toko Bayu, 

Pasar Tugu Bandar Lampung. Fokus penelitian tersebut akan 

dijabarkan menjadi beberapa sub-fokus yang akan penulis teliti 

yaitu: 

1. Penelitian ini berkaitan dengan analisis hukum ekonomi syariah 

terhadap jual beli pakaian dengan sistem down payment (DP). 

2. Penelitian ini dilaksanakan di Toko Bayu, Pasar Tugu Bandar 

Lampung. 

 

D. Rumusan Masalah 

Sesuai dengan fokus dan sub-fokus penelitian di atas, 

permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana pelaksanaan jual beli pakaian dengan sistem down 

payment (DP) di Toko Bayu, Pasar Tugu Bandar Lampung? 

2. Bagaimana analisis hukum ekonomi syariah terhadap jual beli 

pakaian dengan sistem down payment (DP) di Toko Bayu, Pasar 

Tugu Bandar Lampung? 

 

E. Tujuan Penelitian  

1. Untuk mengetahui pelaksanaan jual beli pakaian dengan sistem 

down payment (DP) di Toko Bayu, Pasar Tugu Bandar 

Lampung. 

2. Untuk mengetahui analisis hukum ekonomi syariah terhadap 

jual beli pakaian dengan sistem down payment (DP) di Toko 

Bayu, Pasar Tugu Bandar Lampung. 

 

F. Manfaat Penelitian  

Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan manfaat bagi 

pembaca dan penulis tentang manfaatnya. Adapun di antara 

manfaat yang diberikan yaitu sebagai berikut: 

1. Secara Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan dan 

memberikan wawasan keilmuan umat Islam tentang analisis 
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hukum ekonomi syariah terhadap jual beli dengan sistem down 

payment (DP) di Toko Bayu, Pasar Tugu Bandar Lampung. 

2. Secara Praktis  

Sebagai syarat untuk memenuhi tugas akhir guna 

mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah 

Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.  

 

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan  

Penulis coba menjelaskan dan menelaah terhadap penelitian-

penelitian terdahulu dan beberapa studi yang terkait atau serupa 

dengan penelitian yang akan penulis kaji yaitu di antaranya: 

1. Skripsi yang ditulis oleh Riska Aini, Praktek Jual Beli Tanah 

Dengan Memakai Uang Panjar (DP). Penelitian ini dilakukan 

peneliti untuk mengetahui praktek yang terjadi di Kecamatan 

Laguboti Kabupaten Tobasa bahwa jual beli tanah dengan 

sistem uang panjar antara penjual tanah dan pembeli. Pembeli 

menyerahkan sejuamlah uang kepada penjual tanah, maka uang 

muka ini sebagai bagian dari harga, pembeli memberikan uang 

kepada penjual dan mengatakan uang tersebut uang tanda jadi. 

Kemudian si penjual tanah memberikan jangka waktu dua 

minggu untuk pembayaran penuh dengan harga tanah yang 

disepakati dan juga membuat kesepakatan apabila pembeli 

membatalkan atau tidak jadi membelinya maka uang panjar 

menjadi milik penjual.
15

 Persamaannya yaitu sama-sama 

membahas tentang jual beli dengan sistem panjar atau down 

payment (DP), dan perbedaannya adalah terletak pada lokasi 

penelitian dan fokus permasalahannya. 

2. Skripsi yang ditulis oleh Nasifah Sugestiana, Jual Beli 

Tembakau dengan Uang Muka Perspektif Hukum Islam. 

Penelitian ini dilakukan peneliti untuk mengetahui praktik 

penggunaan uang muka dalam jual beli tembakau di Desa 

Sukabumi yaitu pembeli menyerahkan uang muka sebagai tanda 

kesungguhan dalam transaksi di mana pengguna uang muka 

                                                             
15 Riska Aini, Praktek Jual Beli Tanah dengan Memakai Uang Panjar (Uang 

Muka) di Kecamatan Laguboti Kabupaten Tobasa Propinsi Sumatera Utara 
(Perspektif Fikih as-Syafi‟i dan Fikih al- Hanbali (Skripsi: Universitas Islam Negeri 

Sumatera Utara, 2017), 81. 
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tersebut merupakan kesepakatan kedua belah pihak. Jumlah 

uang muka ditentukan sesuai dari kehendak pembeli. Dalam hal 

pembayaran sisa harga tidak ditentukan waktunya secara pasti, 

namun pembeli biasanya membayar pada saat setelah tembakau 

mulai dipanen atau pada saat pemanenan tembakau selesai. 

Kemudian dalam hal ini pembatalan transaksi, tidak ada batasan 

waktu pembatalan. Namun, dalam jual beli tersebut 

mengandung unsur gharar atau ketidakjelasan dalam batasan 

waktu yang jelas antara jadi dibeli atau dibatalkan, sedangkan 

syarat dibolehkannya jual beli dengan menggunakan uang muka 

adalah adanya batasan waktu menunggu yang jelas.
16

 

Persamaannya ialah sama-sama membahas tentang jual beli 

dengan sistem down payment (DP), dan perbedaannya terletak 

pada lokasi penelitian dan fokus penelitian yang mana dalam 

penelitian ini berfokus membahas jual beli tembakau dengan 

sistem down payment (DP) sedangkan penulis berfokus pada 

jual beli pakaian. 

3. Skripsi yang ditulis oleh Misrah, Sistem Jual Beli dengan 

Menggunakan Panjar (DP) Menurut Mazhab Syafi’i. Hasil 

penelitian yang dilakukan; 1) bentuk jual beli sistem panjar 

dapat diberi gambar seperti sejumlah uang yang dibayarkan di 

muka oleh seseorang pembeli barang kepada si penjual. Bila 

transaksi itu mereka lanjutkan, maka uang muka itu dimasukkan 

ke dalam harga pembayaran. Kalau tidak jadi, maka menjadi 

milik penjual. Pada sistem jual beli panjar saat ini, selain pihak 

konsumen (pembeli) dan penjual ada pihak yang sangat 

menentukan dalam proses jual beli panjar yaitu pihak 

perusahaan pembiayaan/pengangsuran financial/leasing. 2) 

Berdasarkan analisi Mazhab Syafi'i maka jual beli sistem 

panjar/pengangsuran yang biasa terjadi di masyarakat adalah 

terlarang karena merupakan salah satu bentuk perniagaan 

gharar. Oleh karena itu, untuk menghindari praktik gharar 

tersebut, maka sebaiknya masyarakat melakukan jual beli 

                                                             
16 Nasifah Sugestiana, Jual Beli Tembakau dengan Uang Muka Perspektif 

Hukum Islam (Studi Kasus: Jual Beli Tembakau di Desa Sukabumi, Kecamatan 
Cepogo, Kabupaten Boyolali) (Skripsi: Institut Agama Islam Negeri Surakarta, 2018), 

84. 
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dengan pembayaran lunas atau jika belum mampu sebaiknya 

menabung hingga mencukupi untuk membeli barang yang 

dimaksud.
17

 Persamaannya adalah sama-sama membahas 

tentang jual beli dengan down payment (DP), dan perbedaannya 

adalah menggunakan pendekatan syari‟i dan sosial, kemudian 

menggunakan sumber data primer dan buku-buku yang ditulis 

Imam Mazhab Syafi'i serta buku-buku yang bermazhab Syafi'i. 

Sedangkan dalam penelitian ini berfokus pada jual beli pakaian 

dengan sistem down payment (DP) studi pada Toko Bayu Kota 

Bandar Lampung. 

 

H. Metode Penelitian 

Metode penelitian sangat penting untuk diperhatikan agar 

pelaksanaan penelitiannya dapat dipertanggung jawabkan secara 

keilmuan. Adapun bagian-bagian dari metode penelitian ini sebagai 

berikut: 

1. Jenis dan Sifat Penelitian  

a. Jenis Penelitian  

Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian 

lapangan (field research). Penelitian lapangan dilakukan 

untuk kancah kehidupan yang sebenarnya. Penelitian 

lapangan yaitu dengan karakteristik masalah yang berkaitan 

dengan latar belakang dan kondisi saat ini dari subjek yang 

diteliti serta interaksinya dengan lingkungan.
18

 

Penelitian lapangan ini pada hakikatnya merupakan 

metode untuk menemukan secara spesifik dan realistis 

tentang apa yang sedang terjadi di tengah-tengah masyarakat 

mengenai analisis hukum ekonomi syariah terhadap jual beli 

dengan sistem down payment (DP) di Toko Bayu, Pasar 

Tugu Bandar Lampung. 

b. Sifat Penelitian  

Menurut sifatnya, penelitian ini adalah penelitian 

deskriptif, artinya penelitian yang menggambarkan objek 

                                                             
17 Misrah, Sistem Jual Beli Menggunakan Panjar (DP) Menurut Mazhab 

Syafi'i (Skripsi: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Palopo, 2014), 94. 
18 Mardalis, Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal (Jakarta: Bumi 

Aksara, 2004), 24. 
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tertentu dan menjelaskan hal-hal yang terkait dengan atau 

melukiskan secara sistematis fakta-fakta atau karakteristik 

populasi tertentu dalam bidang tertentu secara faktual dan 

cermat.
19

 Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriftif 

analisis yaitu suatu metode penelitian dengan 

mengumpulkan data-data yang disusun, dijelaskan, 

diinprestasikan, dan kemudian disimpulkan.
20

 Dalam 

penelitian ini akan dideskripsikan mengenai analisis hukum 

ekonomi syariah terhadap jual beli dengan sistem down 

payment (DP) di Toko Bayu, Pasar Tugu Bandar Lampung.  

2. Sumber Data  

Adapun sumber data yang menjadi data dalam penelitian 

ini yaitu sebagai berikut: 

a. Data Primer 

Data primer adalah data yang diambil secara langsung 

dari lapangan atau lokasi penelitian, yaitu antara lain dengan 

cara wawancara dengan penjual dan sejumlah pembeli 

pakaian di Toko Bayu, Pasar Tugu Bandar Lampung. 

 

b. Data Sekunder 

Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan 

perpustakaan yang bertujuan untuk mengumpulkan data-

data, dengan cara membaca, menelaah, dan mencatat sebagai 

bahan literatur atau bahan yang sesuai dengan pembahasan. 

3. Populasi 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas 

obyek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik 

tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan 

kemudian ditarik kesimpulannya.
21

 Dikarenakan populasinya 

sedikit maka penulis meneliti keseluruhan populasi tersebut, 

yang berjumlah 16 orang, yaitu sebagai berikut: 

                                                             
19 Sarifuddin Azwar, Metode Penelitian (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 

7. 
20 Zainudin Ali, Metode Penelitian Hukum (Jakarta: Grafik Grafika, 2011), 

105. 
21 Sugiyono, Metode Penelitian (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D) 

(Bandung: Alfabeta, 2011), 80. 



12 

a. Pemilik toko  : 1 orang. 

b. Karyawan toko : 1 orang. 

c. Pembeli   : 2 orang perharinya x 7 hari 

berjumlah 14 orang. 

Menurut Suharsini Arikunto apabila subyeknya kurang dari 

100 maka lebih baik jika diambil semua sehingga penelitian ini 

adalah penelitian populasi. Tetapi jika jumlah subyeknya besar, 

maka dapat diambil antara 10% - 15% atau 20% - 25% atau 

lebih.
22

 Karena populasi dalam penelitian ini kurang dari 100, 

maka semua populasi dijadikan sampel. Jadi dari ke 16 orang 

tersebut semuanya akan dijadikan sampel penelitian.  

4. Metode Pengumpulan Data 

Melihat permasalahan yang akan diteliti, penelitian ini 

akan menggunakan beberapa metode dalam pengumpulan data 

sebagai berikut: 

a. Interview / Wawancara 

Interview atau wawancara adalah bentuk komunikasi 

antara dua orang, melibatkan seseorang yang ingin 

memperoleh informasi dari seseorang lainnya dengan 

mengajukan pertanyaan-pertanyaan berdasarkan tujuan 

tertentu.
23

 Wawancara pada penelitian ini dilakukan terhadap 

pemilik toko dan karyawan toko, serta pembeli di Toko 

Bayu, Pasar Tugu Bandar Lampung. 

b. Observasi  

Observasi (pengamatan) adalah alat pengumpulan data 

yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara 

sistematik gejala-gejala yang diselidiki.
24

 Proses mencari 

data mengenai hal-hal observasi yang dilakukan yaitu 

dengan mengamati pelaksanaan jual beli dengan sistem 

down payment (DP) di Toko Bayu, Pasar Tugu Bandar 

Lampung. 

 

                                                             
22 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik 

(Jakarta: PT Rineka Cipta, 2010), 108. 
23 Abdul Kadir Muhammad, Hukum Dan Penelitian Hukum (Bandung: Citra 

Aditya Bakti, 2004), 86. 
24 Ibid., 88. 
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c. Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data 

yang tidak langsung ditujukan pada subjek penelitian, 

namun melalui dokumen. Studi dokumenter merupakan 

suatu teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan 

menanalisis dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, 

gambar, maupu elektronik.
25

 

5. Teknik Pengolahan Data  

Pengolahan data yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu 

setelah semua data terkumpul baik lapangan maupun 

perpustakaan kemudian diolah secara sistematis sehingga 

menjadi hasil pembahasan. Adapun pengolahan data dalam 

penelitian ini dilakukan dengan cara sebagai berikut: 

a. Pemeriksaan data (editing) yaitu pengecekan atau 

pengoreksian data yang telah terkumpul.
 
Mengoreksi apakah 

data yang terkumpul sudah lengkap, sudah benar dan sudah 

sesuai dengan masalah/variable penelitian. 

b. Rekontruksi data (reconstructing) yaitu menyusun ulang 

data secara teratur, berurutan, sesuai logika dan mudah 

dipahami. 

c. Sistematis data (sistematizing), yaitu menempatkan data 

menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan 

masalah/variable penelitian.
26

 

6. Metode Analisis Data 

Analisis data adalah prosedur penelitian yang 

menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan 

dari orang-orang dan pelaku yang dapat diamati.
27

 Metode 

analisa data yang digunakan dalam penelitian ini dikaji dengan 

menggunakan metode kualitatif yang disesuaikan dengan topik 

penelitian yaitu pelaksanaan jual beli dengan sistem down 

payment (DP) di Toko Bayu, Pasar Tugu Bandar Lampung yang 

akan diolah dengan metode desktiptif analitis. Kemudian 

metode berfikir dalam penelitian ini menggunakan metode 

                                                             
25 Ali, Metode Penelitian Hukum, 77. 
26 Sugiyono, Metode Penelitian (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan 

R&D), 122. 
27 Sutrisno Hadi, Metodologi Researc (Yogyakarta: Andi Offset, 2000), 40. 
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berfikir induktif. Metode induktif yaitu metode yang 

mempelajari suatu gejala yang khusus untuk mendapatkan 

kaidah-kaidah yang berlaku di lapangan yang lebih umum 

mengenai fenomena yang diselidiki.  

 

I. Sistematika Pembahasan 

Berkaitan dalam hal untuk mempermudah pembahasan, dan 

agar pembahasan dapat dilakukan secara komprehensif serta 

sistematis, Maka pembahasan skripsi ini terdiri atas lima bab, 

setiap bab terdiri dari sub bab. 

BAB I: Pendahuluan terdiri dari Penegasan Judul, Latar 

Belakang Masalah, Fokus Penelitian, Rumusan Masalah, Tujuan, 

Manfaat Penelitian, Kajian Penelitian Terdahulu, Metode 

Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.  

BAB II: Landasan Teori yang meliputi Jual Beli dalam Islam, 

Urf, dan Down Payment (DP). 

BAB III: membahas tentang Gambaran Umum Pasar Tugu 

Kota Bandar Lampung, Profil Toko Bayu, Pasar Tugu Bandar 

Lampung, dan Praktik Jual Beli dengan Sistem Down Payment 

(DP) di Toko Bayu, Pasar Tugu Bandar Lampung.  

BAB IV: membahas tentang Analisis Penelitian yang meliputi 

Praktik Jual Beli Pakaian dengan Sistem Down Payment (DP) di 

Toko Bayu, Pasar Tugu Bandar Lampung dan Analisis hukum 

ekonomi syariah terhadap Jual Beli Pakaian dengan Sistem Down 

Payment (DP) di Toko Bayu, Pasar Tugu Bandar Lampung. 

BAB V: Penutup sebagai akhir dari penelitian yang berisi 

kesimpulan dan rekomendasi dari hasil temuan penelitian yang 

sudah dilaksanakan peneliti. 

Kemudian pada bagian akhir skripsi berisi daftar rujukan yang 

menjadi referensi dalam penelitian skripsi, serta lampiran-lampiran 

selama melakukan penelitian. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Jual Beli dalam Islam 

Jual beli merupakan salah satu bagian dari muamalah. Adapun 

pengembangan dalam muamalah yang dibenarkan yaitu harus 

sesuai dengan prinsip-prinsip yang harus diperhatikan dalam 

bermuamalah. Misalnya saja dalam memberikan hak atau 

melakukan segala sesuatu hal, dianjurkan tindakan yang dilakukan 

tidak boleh menimbulkan kerugian terhadap orang lain. Sekalipun 

tidak sengaja, maka akan diminta pertanggung jawabannya.
1
 

Berkaitan dalam fiqh muamalah juga dijelaskan mengenai 

prinsip-prinsip muamalah dengan jelas, yaitu pada asalnya 

muamalah itu boleh kecuali ada dalil yang menunjukkan pada 

keharamannya. Kaidah ini disampaikan oleh Imam Syafi‟i, Maliki, 

dan Imam Ahmad yaitu sebagai berikut: 

1. Muamalah objek dan prosesnya harus syar‟i. 

2. Muamalah harus dilakukan atas dasar suka sama suka. 

3. Muamalah yang dilakukan harus mendatangkan maslahat dan 

menolak muḍarat bagi umat manusia. 

4. Muamalah terhindar dari kedzaliman, penipuan, manipulasi, 

spekulasi, dan hal-hal yang tidak dibenarkan oleh syara‟.
2
 

Prinsip muamalah juga mengenal adanya keterbukaan dalam 

transaksi (akad) dan prinsip di antaranya: 

1. Setiap transaksi pada dasarnya mengikat orang (pihak) yang 

melakukan transaksi sendiri, kecuali transaksi yang dilakukan 

jelas-jelas melanggar syara‟. 

2. Syarat-syarat transaksi dirancang dan dilaksanakan secara bebas 

tetapi penuh dengan tanggung jawab, selama tidak bertentangan 

dengan syara‟. 

3. Setiap transaksi dilakukan dengan cara sukarela, dengan tanpa 

adanya paksaan dari pihak manapun. 

4. Syara‟ (hukum) mewajibkan atas semua perencanaan transaksi 

dan pelaksanaannya didasarkan atas niat yang baik, sehingga 

                                                             
1 M. Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalat) 

(Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), 96. 
2 Ibid. 
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segala bentuk penipuan, kecurangan, dan penyelewengan dapat 

dihindari.
3
 

1. Pengertian Jual Beli  

Jual beli merupakan rangkaian kata yang terdiri dari kata 

jual dan beli. Kata jual beli dalam Kamus Besar Bahasa 

Indonesia bermakna yakni persetujuan yang saling mengikat 

antara penjual yaitu sebagai pihak yang menyerahkan barang, 

dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang 

dijual.
4
 

Pengertian jual beli secara etimologis yakni berasal dari 

kata al-ba‟i yang makna dasarnya menjual, mengganti, dan 

menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Dalam prakteknya, 

bahasa ini terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, 

yakni kata as-syira‟ (beli). Maka, kata al-ba‟i berarti jual, tetapi 

sekaligus jual beli.
5
 

Sedangkan menurut terminologi (istilah), yang dimaksud 

dengan jual beli adalah memberikan hak milik suatu benda 

dengan cara menukarkan berdasarkan ketentuan syara atau 

memberikan kemanfaatan sesuatu benda yang dibolehkan 

dengan cara mengekalkan dengan harga benda tersebut.
6
 

Sedangkan pengertian jual beli menurut para ulama adalah 

sebagai berikut: 

a. Menurut Ulama Hanafiyah, pengertian jual beli adalah 

saling menukar harta dengan harta melalui cara tertentu yang 

bermanfaat.
7
 

b. Menurut Ulama Malikiyah, Syafi‟iyah, dan Hambali, 

pengertian jual beli adalah saling menukar harta dengan 

harta dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan.
8
 

                                                             
3 Ibid., 97. 
4 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat 

Bahasa (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011), 478. 
5 M. Yazid Affandi, Fiqh Muamalah Dan Impelentasinya Dalam Lembaga 

Keuangan Syariah, 53. 
6 Muhammad bin Qasim al-Ghizzi, Fathul Qaribil Mujib, trans. Ibnu Zuhri 

(Bandung: Trigenda Karya, 2000), 174. 
7 Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah (Jakarta: Kencana Prenada 

Media Group, 2012), 39. 
8 Abd. Hadi, Dasar-Dasar Hukum Ekonomi Islam (Jakarta: CV. Putra Media 

Nusantara, 2010), 48. 
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c. Menurut Imam Nawawi, pengertian jual beli adalah saling 

menukar harta dengan harta dengan bentuk pemindahan 

kepemilikan.
9
 

d. Menurut Abu Qudamah, pengertian jual beli adalah saling 

menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik 

dan pemilik.
10

 

e. Menurut Sayyid Sabiq definisi jual beli menurut syari‟at 

adalah pertukaran harta atas dasar saring rela, atau 

memindahkan milik dengan ganti yang dibenarkan (alat 

tukar yang sah).
11

 

Berdasarkan beberapa pengertian tentang jual beli di atas 

dapat disimpulkan bahwasannya jual beli adalah suatu 

perjanjian yang dilakukan oleh kedua belah pihak atau lebih 

dengan cara suka rela sehingga keduanya dapat saling 

menguntungkan dan tidak ada salah satu pihak yang merasa 

dirugikan. 

2. Dasar Hukum Jual Beli 

Allah Swt mensyariatkan jual beli sebagai suatu 

kemudahan untuk manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan 

hidupnya. Manusia mempunyai kebutuhan yang berbeda. 

Adakalanya sesuatu yang kita butuhkan itu ada pada orang lain. 

Untuk memenuhi kebutuhan itu seseorang tidak mungkin 

memberinya tanpa ada imbalan. Untuk itu, diperlukan 

hubungan interaksi dengan sesama manusia. Salah satu 

sarannya adalah dengan jalan melakukan jual beli.
12

 

Jual beli merupakan akad yang dibolehkan sesuai dengan 

syari‟at Islam. Dilihat dari aspek hukum, jual beli hukumnya 

mubah kecuali jual beli yang dilarang oleh syara‟.
13

 Adapun 

dasar hukum yang disyari‟atkannya jual beli dalam Islam yaitu: 

 

 

                                                             
9 Ibid. 
10 Ahmad Mujahidin, Kewenangan Dan Prosedur Penyelesaian Sengketa 

Ekonomi Syariah Di Indonesia (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), 71. 
11 Sabiq, Fiqh Sunnah 13, 45. 
12 H. A. Djazuli, Ilmu Fiqh, Penggalian, Perkembangan, Dan Penerapan 

Hukum Islam (Jakarta: Kencana Perdana Media Group, 2012), 180. 
13 Ibid. 
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a. Al-Qur'an 

Dasar hukum al-Qur'an adalah aturan-aturan dari Allah 

Swt yang diturunkan melalui Nabi Muhammad Saw untuk 

umat Islam, yang bersifat paten. Dalam al-Qur'an, Allah Swt 

telah berfirman di antaranya sebagai berikut: 

                         

                          

                           

                         

      

"Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak 

dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang 

kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. 

Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan 

mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu 

sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual 

beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah 

sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus 

berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang 

telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan 

urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali 

(mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-

penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya". (Q.S. al-

Baqarah [2]: 275) 

 

 Riba merupakan perbuatan yang dilarang oleh agama 

karena perbuatan ini dapat menyengsarakan sesama. Bahkan 

perbuatan ini adalah hal yang sangat diharamkan oleh Allah 

Swt. Orang-orang yang melakukan riba mengatakan bahwa 

riba itu sama dengan jual beli, karena itu mengapa 

diharamkan. Allah Swt lalu menjawab dengan tegas kepada 
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mereka, tentang penyerupaan yang tidak sehat itu, yaitu 

bahwa jual beli adalah tukar menukar menfaat yang 

dihalalkan oleh Allah Swt. Sedangkan riba adalah tambahan 

biaya dari hasil jerih payah orang yang berhutang atau dari 

dagingnya yang telah diharamkan oleh Allah Swt.
14

 

Kemudian di dalam dalam Q.S. an-Nisa [4]: 29 yaitu sebagai 

berikut: 

                             

                        

       

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu 

saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, 

kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka 

sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh 

dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang 

kepadamu". (Q.S. an-Nisa [4]: 29) 

  

Riba adalah haram dan jual beli adalah halal. Jadi tidak 

semua akad jual beli adalah haram sebagaimana yang 

disangka oleh sebagian orang berdasarkan ayat ini. Allah 

Swt telah mengharamkan memakan harta orang lain dengan 

cara yang bātil yaitu tanpa ganti dan hibah, yang demikian 

itu adalah batil berdasarkan ijma‟ umat termasuk di 

dalamnya juga semua jenis akad yang rusak yang tidak boleh 

secara syara‟ baik karena ada unsur riba atau jahala (tidak 

diketahui), atau karena kadar ganti yang rusak seperti 

minuman keras, babi, dan lain sebagainya. Jika yang 

diakadkan itu adalah harta perdagangan, maka boleh 

hukumnya, sebab pengecualian dalam ayat di atas adalah 

                                                             
14 Syaikh Muhammad Ali Ash-Shabuni, Rawai‟ul Bayan Tafsir Ayat-Ayat 

Hukum, 42. 



20 

terputus karena harta perdagangan bukan termasuk harta 

yang tidak boleh dijualbelikan.
15

 

b. Hadis 

Dasar hukum jual beli yang bersumber dari Hadis, di 

antaranya sebagai berikut: 

َّ صَهَّى انهَوُ عَهَيِوِ وَسَهَّمَ سُئِمَ  ًَ انهَوُ عَنِوُ  أَنَّ اننَّبِ أَيُّ انْكَسِبِ أَطْيَبُ ؟ : عَهِ رِفَبعَةَ بِهِ رَافِعٍ رَضِ
 ) رَوَاهُ انْبَزَّارُ وَصَحَّحَوُ انْحَبكِمُ(عَمَمُ انرَّجُمِ بِيَدِهِ ، وَكُمُّ بَيِعٍ مَبِرُورٍ : قَبلَ 

 

"Dari Rifa‟ah bin Rafi‟, Nabi pernah ditanya mengenai 

pekerjaan apa yang paling baik. Jawaban Nabi, “Kerja 

dengan tangan dan semua jual beli yang mabrur”. (HR 

Bazzar no 3731 dan dinilai shahih oleh al Hakim).
16

 

Jual beli yang mendapat berkah dari Allah Swt adalah 

jual beli yang jujur, yang tidak curang, mengandung unsur 

penipuan dan pengkhianatan. Hadis diatas menjelaskan 

tentang keberkahan dalam jual beli yaitu pedagang yang 

jujur, tidak curang, dan tidak mengandung unsur penipuan 

dalam berdagang. 

3. Rukun dan Syarat-syarat Jual Beli 

Sebagai salah satu dasar jual beli, rukun dan syarat 

merupakan hal yang sangat penting, sebab tanpa rukun dan 

syarat maka jual beli tersebut tidak sah hukumnya. Oleh karena 

itu Islam telah mengatur tentang rukun dan syarat jual beli itu, 

antara lain: 

a. Rukun Jual Beli 

Jual beli dianggap sah apabila sudah terpenuhi rukun 

dan syaratnya. Maksudnya adalah, apabila seseorang akan 

melakukan Jual beli harus memenuhi syarat-syarat tertentu. 

Unsur-unsur yang menyebabkan sahnya jual beli terpenuhi. 

Adapun rukun yang dimaksud dapat dilihat dari pendapat 

ulama di bawah ini adalah:
17

 

 

                                                             
15 Abdul Aziz Muhammad Azzam, Fiqh Muamalat, (Sistem Transaksi Dalam 

Fiqh Islam) (Jakarta: Amzah, 2010), 26. 
16 Al-Hafidz Ibnu Hajjar Al-Asqalani, Terjemah Bulughul Maram (Jeddah: 

Al-Thoba‟ah Wal-Nashar Al-Tauzi‟, 2001), 165. 
17 Rachmat Syafei, Fiqh Muamalah (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 76. 



21 

1) Adanya penjual dan pembeli 

2) Adanya barang yang diperjualbelikan 

3) Sighat (kalimat ijab qabul) 

Sebagaimana yang telah disebutkan di atas, bahwa jika 

suatu pekerjaan tidak terpenuhi rukun-rukunnya maka 

pekerjaan itu akan batal karena tidak sesuai dengan syara‟ 

begitu juga dalam hal jual beli harus memenuhi ketiga 

rukun-rukun tersebut. 

b. Syarat-syarat Jual Beli 

Berdasarkan ketiga rukun jual beli yang telah penulis 

uraikan di atas masing-masing mempunyai persyaratan 

sebagai berikut: 

1) Al-Muta‟aqidain (penjual dan pembeli) 

Para ulama sepakat bahwa orang yang melakukan 

akad jual beli (penjual dan pembeli) harus memenuhi 

syarat-syarat sebagai berikut: 

 

a) Baligh 

Baligh berarti sampai atau jelas, yakni anak-anak 

yang sudah sampai pada usia tertentu yang menjadi 

jelas baginya segala urusan atau persoalan yang 

dihadapi. Pikirannya telah mampu 

mempertimbangkan atau memperjelas mana yang baik 

dan mana yang buruk. Jual beli yang dilakukan anak 

kecil yang belum berakal dan orang gila hukumnya 

tidak sah. Adapun anak kecil yang mumayyiz, menurut 

ulama Hanafiah, jika akad yang dilakukan membawa 

keuntungan bagi dirinya, maka akadnya sah.
18

 

Jumhur ulama berpendapat bahwa orang yang 

melakukan akad jual beli harus baligh dan berakal, 

bila orang yang berakad itu belum baligh, maka jual 

belinya tidak sah, sekalipun mendapat izin dari 

walinya.
19

 

 

                                                             
18 Nasrun Haroen, Fiqh Muamalah (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 115. 
19 Ahmad Wardi Muslich, Fiqh Muamalah (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 

2010), 188. 
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b) Tidak Pemboros 

Pemboros dan pailit, bagi pemboros dilarang 

melakukan jual beli adalah untuk menjaga hartanya 

dari kesia-siaan. Bagi orang pailit dilarang melakukan 

jual beli karena menjaga hak orang lain.
20

 

c) Dengan kehendak sendiri (bukan paksaan) 

Hal ini artinya dalam transaksi harus 

menggunakan prinsip jual beli yaitu suka sama suka 

antara penjual dan pembeli, bila prinsip tersebut tidak 

terlaksana maka jual beli dinyatakan tidak sah.
21

 

2) Syarat-syarat untuk barang yang diperjualbelikan 

Adapun syarat-syaratnya sebagai berikut: 

a) Barang yang diperjualbelikan harus ada. Jika ternyata 

barang yang diperjualbelikan tidak ada, maka harus 

ada kesangguppan dari penjual untuk mengadakan 

barang tersebut. 

b) Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat untuk manusia 

menurut syara‟. 

c) Hak milik sendiri atau milik orang lain dengan kuasa 

di atasnya. 

d) Boleh diserahkan saat akad berlangsung atau pada 

waktu yang disepakati bersama ketika transaksi 

tersebut berlangsung.
22

 

3) Sighat atau Ijab Qabul 

Ijab adalah perkataan penjual seperti saya jual 

barang ini harga sekian.
23

 Qabul adalah perkataan 

pembeli, seperti saya beli dengan harga sekian.
24

 

Ijab qabul adalah yang dilakukan oleh orang yang 

melakukan tindakan aqad, lafal aqad berasal dari bahasa 

arab al-aqdu yang berarti perikatan atau perjanjian dan 

pemufakatan al-ittifaq secara bahasa atau etimologi fiqh, 

                                                             
20 Ibid., 189. 
21 Ibid. 
22 Abdul Rahman Ghazali, Fiqih Muamalah (Jakarta: Prenada Media Grup, 

2010), 75. 
23 Sudarsono, Pokok-Pokok Hukum Islam (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2001), 

401. 
24 Muslich, Fiqh Muamalah, 189. 
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aqad didefinisikan dengan pertalian ijab (pernyatan 

melakukan ikatan) dan qabul (pernyataan penerimaan 

ikatan) sesuai dengan kehendak syari‟ah yang 

berpengaruh pada obyek perikatan, maksudnya adalah 

seluruh perikatan yang dilakukan oleh kedua belah pihak 

atau lebih, tidak dianggap sah apabila tidak sejalan 

dengan kehendak syara‟.
25

 

Jumhur ulama menyatakan bahwa rukun aqad terdiri 

atas empat macam. pertama, pernyataan untuk mengikat 

diri (pernyataan akad) kedua, pihak-pihak yang berakad, 

ketiga, obyek akad, empat, tujuan akad.
26

 Adapun syarat-

syarat ijab dan qabul menurut para ulama fiqh yaitu: 

a) Orang yang mengucapkan telah baligh dan berakal. 

b) Qabul sesuai dengan ijab. Misalnya penjual 

mengatakan : “saya jual buku ini seharga Rp. 15.000”, 

lalu pembeli menjawab : “saya beli dengan harga Rp. 

15.000”. apabila antara ijab dengan qabul tidak sesuai 

maka jual beli tidak sah. 

c) Ijab dan qabul dilakukan dalam satu majlis. 

Maksudnya kedua belah pihak yang melakukan jual 

beli hadir dan membicarakan topik yang sama. 

Apabila penjual mengucapkan ijab, lalu pembeli 

berdiri sebelum mengucapkan qabul, atau pembeli 

mengerjakan aktivitas lain yang tidak terkait dengan 

masalah jual beli, kemudian ia ucapkan qabul, maka 

menurut kesepakatan para ulama fiqh jual beli ini 

tidak sah”.
27

 

4. Macam-macam Jual Beli 

Jual beli dapat ditinjau dari beberapa segi. Ditinjau dari 

segi hukumnya, jual beli ada dua macam, jual beli yang sah 

menurut hukum dan jual beli yang batal menurut hukum, dari 

                                                             
25 Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syariah; Studi Tentang Teori Akad 

Dalam Fikih Muamalat (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), 69. 
26 Ibid., 96. 
27 Muhammad Yusuf Musa, At-Tirkah Wa Al-Mirasl Fi Al-Islam (Qohirah: 

Dar al- Ma‟rifah, 2002), 255. 
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segi obyek jual beli dan segi pelaku jual beli. Adapun macam-

macam jual beli sebagai berikut: 

a. Menurut Hukumnya 

Menurut hukumnya jual beli dibedakan menjadi tiga, 

yaitu jual beli shahih, bātil, dan fasid: 

1) Jual beli shahih 

Dikatakan jual beli shahih karena jual beli tersebut 

sesuai dengan ketentuan syara‟, yaitu terpenuhinya syarat 

dan rukun jual beli yang telah ditentukan, barangnya 

bukan milik orang lain dan tidak terikat khiyar lagi.
28

 

2) Jual beli bātil 

Jual beli bātil merupakan jual beli yang salah satu 

rukunnya tidak terpenuhi atau jual beli itu pada dasarnya 

dan sifatnya tidak disyari‟atkan. Misalnya, jual beli yang 

dilakukan oleh anak-anak, orang gila, atau barang-barang 

yang diharamkan syara‟ seperti bangkai, darah, babi dan 

khamar.
29

 

3) Jual beli fasid 

Menurut Ulama Hanafi yang dikutip dari bukunya 

Gemala Dewi yang berjudul Perikatan Islam di 

Indonesia, bahwa jual beli fasid dengan jual beli batal itu 

berbeda. Apabila kerusakan dalam jual beli terkait 

dengan barang yang diperjualbelikan maka hukumnya 

batal, misal jual beli barang-barang haram. Apabila 

kerusakan-kerusakan itu pada jual beli menyangkut harga 

barang dan boleh diperbaiki, maka jual beli dinamakan 

fasid. Namun jumhur ulama tidak membedakan antara 

kedua jenis jual beli tersebut.
30

 

Fasid menurut jumhur ulama merupakan sinonim 

dari batal yaitu tidak cukup dan syarat suatu perbuatan. 

Hal ini berlaku pada bidang ibadah dan muamalah. 

Sedangkan menurut Ulama Mazhab Hanafi bahwa fasid 

dalam ibadah dengan muamalah ini berbeda. Pengertian 

                                                             
28 Hasan, Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalat), 128. 
29 Ibid. 
30 Gemala Dewi, Hukum Perikatan Islam Di Indonesia (Jakarta: Kencana, 

2005), 108. 
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dalam ibadah sama pendirian mereka dengan ulama-

ulama lainnya (jumhur ulama). Sedangkan dalam bidang 

muamalah, fasid diartikan sebagai tidak cukup syarat 

pada perbuatan. Menurut mazhab Syafi‟i fasid berarti 

tidak dianggap atau diperhitungkan suatu perbuatan 

sebagaimana mestinya, sebagai akibat dari adanya 

kekurangan (cacat).
31

 

Berdasarkan pernyataan di atas, sesuatu yang telah 

dinyatakan fasid berarti sesuatu yang tidak sesuai dengan 

tujuan syara‟. Fasid dengan pengertian ini, sama dengan 

batal menurut mazhab Syafi‟i. Akad yang fasid tidak 

membawa akibat apapun bagi kedua belah pihak yang 

berakad. Menurut Imam Hanafi bahwa muamalah yang 

fasid pada hakikatnya tetap dianggap sah, sedangkan 

yang rusak atau tidak sah adalah sifatnya. Yang termasuk 

jual beli fasid, antara lain:  

a) Jual beli al-Mahjul 

Jual beli al-Mahjul yaitu jual beli di mana barang 

atau bendanya secara global tidak diketahui dengan 

syarat ketidakjelasannya sedikit, jual belinya sah, 

karena itu tidak akan membawa perselisihan. Ulama 

Hanafi mengatakan sebagai tolak ukur untuk unsur 

majhul itu diserahkan sepenuhnya kepada urf 

(kebiasaan yang berlaku bagi penjual dan pembeli). 

b) Jual beli yang dikaitkan dengan suatu syarat 

Misalnya ucapan penjual kepada pembeli “saya 

jual motor saya ini kepada engkau bulan depan setelah 

gajian”. Jual beli seperti ini batal menurut jumhur 

ulama dan fasid menurut ulama Hanafi. Menurut 

ulama Hanafi, jual beli ini dianggap sah pada saat 

syaratnya terpenuhi atau tenggang waktu yang sudah 

disebutkan dalam akad itu jatuh tempo. Artinya jual 

beli itu baru sah apabila masa yang ditentukan “bulan 

depan” itu telah jatuh tempo. 

 

                                                             
31 Ibid., 109. 
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c) Menjual barang yang tidak ada di tempat  

Menurut Ulama Maliki bahwa jual beli seperti ini 

diperbolehkan apabila sifat-sifatnya disebutkan, 

dengan syarat sifat-sifatnya tidak akan berubah 

sampai barang tersebut diserahkan. Sedangkan Ulama 

Hambali menyatakan, jual beli itu sah apabila pihak 

pembeli mempunyai hak khiyar, yaitu khiyar ru‟yah 

(sampai melihat barang tersebut). Ulama Syafi‟i 

menyatakan jual beli itu batil secara mutlak.
32

 

b. Menurut objeknya 

 Ditinjau dari segi benda yang dijadikan objek jual 

beli, jual beli dibagi menjadi tiga bentuk yaitu: 

1) Jual beli benda yang kelihatan 

Adalah pada saat melakukan jual beli, benda atau 

barang yang diperjualbelikan ada di depan penjual atau 

pembeli.
33

 

2) Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam janji 

Yaitu jual beli salam (pesanan) atau jual beli secara 

tangguh dengan harga yang dibayarkan di muka, atau 

dengan kata lain jual beli yang di mana harga dibayarkan 

di muka sedangkan barang dengan kriteria tertentu akan 

diserahkan pada waktu tertentu. Dalam Jual beli salam 

berlaku semua syarat jual beli dan syarat-syarat tambahan 

seperti berikut: 

a) Jelas sifatnya, baik berupa barang yang dapat ditakar, 

ditimbang, maupun diukur. 

b) Jelas jenisnya, misalnya jenias kain, maka disebutkan 

jenis kainnya apa dan kualitasnya bagaimana. 

c) Batas waktu penyerahan diketahui.
34

 

3) Jual beli benda yang tidak ada 

Merupakan jual beli yang dilarang oleh agama Islam 

karena barangnya tidak tentu atau masih gelap sehingga 

                                                             
32 Ibid. 
33 Ghufron A. Mas Adi, Fiqh Muamalah Konstektual (Jakarta: PT Raja 

Grafindo Persada, 2002), 143. 
34 Ibid. 
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dikhawatirkan barang tersebut merupakan barang curian 

salah satu pihak.
35

 

c. Menurut subjeknya  

1) Akad jual beli dengan lisan 

Akad jual beli yang dilakukan dengan lisan adalah 

akad yang dilakukan dengan mengucapkan ijab qabul 

secara lisan. Bagi orang yang bisa diganti dengan isyarat 

karena isyarat merupakan pembawaan alami dalam 

menampakkan kehendaknya. 

2) Akad jual beli dengan perantara 

Akad jual beli yang dilakukan dengan melalui 

utusan, perantara, tulisan atau surat menyurat sama 

halnya dengan ijab qabul dengan ucapan. Jual beli ini 

dilakukan antara penjual dan pembeli yang tidak 

berhadapan dalam satu majlis. Dan jual beli ini 

diperbolehkan syara‟. 

3) Akad jual beli dengan perbuatan 

Jual beli dengan perbuatan (saling memberikan) atau 

dikenal dengan istilah mu‟athah yaitu mengambil dan 

memberikan barang tanpa ijab qabul, seperti seseorang 

mengambil rokok yang sudah bertuliskan label harganya. 

Jual beli tersebut dilakukan tanpa shigat ijab qabul antara 

penjual dan pembeli, menurut sebagian Syafi‟iyah bahwa 

hal ini dilarang sebagai rukun jual beli, tetapi menurut 

mazhab Hanafiah membolehkan karna ijab qabul tidak 

hanya berbentuk perkataan tetapi dapat berbentuk 

perbuatan yaitu saling memberi (penyerahan barang dan 

penerimaan uang.
36

 

Berdasarkan penjelasan di atas, ditinjau dari subjeknya 

akad jual beli dapat dilakukan dengan beberapa cara yaitu 

mengucapkan ijab qabul secara lisan atau isyarat bagi orang 

yang bisu, melalui utusan atau perantara apabila penjual dan 

pembeli tidak berhadapan dalam satu majlis, dan akad jual 

beli dengan perbuatan saling memberikan yaitu mengambil 
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36 Sabiq, Fiqh Sunnah 13, 123. 
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dan memberikan barang tanpa ijab qabul atau dikenal 

dengan istilah mu‟athah. 

Melihat jenis-jenis jual beli, ada beberapa jenis jual beli 

yang terlarang dan dinyatakan haram oleh Nabi Muhammad 

karena mengandung unsur-unsur riba, eksploitasi, penipuan, 

penggelapan, kecurangan, keterangan dusta, ketidakadilan, 

judi, kebetulan, ataupun ketidakjujuran.
37

 

Rasulullah Saw melarang jual beli, yang dilakukan 

dengan cara yang buruk, mendatangkan muḍarat (bahaya) 

bagi orang lain, serta mengambil harta seseorang dengan 

cara yang bātil. Berikut beberapa transaksi perniagaan atau 

jual beli yang dilarang. Jika akad jual beli menyulitkan 

ibadah, misalnya mengambil waktu shalat. Seorang 

pedagang sibuk dengan jual beli sampai terlambat 

melakukan shalat jama'ah di masjid, baik tertinggal seluruh 

shalat atau masbuq. Berniaga yang sampai melalaikan 

seperti ini dilarang.
38

 

Seorang pedagang akan meraih keuntungan yang 

hakiki, jika mampu meraih dua kebaikan, yaitu memadukan 

antara mencari rezeki dengan ibadah kepada Allah Swt. 

Melangsungkan akad jual beli pada waktunya, dan 

menghadiri shalat pada waktunya. Inilah perniagaan yang 

menguntungkan, jika ditambah lagi dengan pernigaan dunia 

yang diperbolehkan, maka itu berarti kebaikan di atas 

kebaikan. Jika seseorang hanya melakukan perdagangan di 

dunia dan mengabaikan perdagangan di akhirat, inilah orang 

yang rugi.
39

 

Shalat yang dianggap oleh sebagian orang sebagai 

penghalang mencari rezeki, ternyata sebaliknya, bisa 

membuka pintu rezeki, kemudahan dan barakah. Jika engkau 

berdzikir dan beribadah kepada Allah Swt, maka Allah Swt 

akan memberikan kemudahan dan membukakan pintu rezeki 

buatmu, dan Allah Swt adalah sebaik-baik Pemberi rezeki. 

                                                             
37 Ika Yunia Fauzia dan Abdul Kadir Riyadi, Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam 
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38 Ibid., 247. 
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Jika Allah Swt sudah mengharamkan sesuatu, maka Dia juga 

mengharamkan hasil penjualannya. Seperti menjual sesuatu 

yang terlarang dalam agama. Rasulullah Saw telah melarang 

menjual bangkai, khamr, babi, patung. Barangsiapa yang 

menjual bangkai, maksudnya daging hewan yang tidak 

disembelih dengan cara yang syar'i, ini berarti penjual telah 

menjual bangkai dan memakan hasil yang haram.
40

 

Termasuk jual beli yang dilarang ialah, menjual barang 

yang dimanfaatkan oleh pembeli untuk sesuatu yang haram. 

Jika seorang penjual mengetahui dengan pasti, bahwa 

pembeli akan menggunakan barang yang dibelinya untuk 

sesuatu yang diharamkan, maka akad jual beli ini hukumnya 

haram dan bātil. Jual beli yang dilarang, yaitu menjual 

barang yang tidak dmiliki misalnya seorang pembeli datang 

kepada seorang pedagang mencari barang tertentu. 

Sedangkan barang yang dicari tersebut tidak ada pada 

penjual. Kemudian antara penjual dan pembeli saling 

sepakat untuk melakukan akad dan menentukan harga 

dengan dibayar sekarang ataupun nanti, sementara barang 

belum menjadi hak milik pedagang atau penjual. Penjual tadi 

kemudian pergi membeli barang dimaksud dan menyerahkan 

kepada si pembeli.
41

 

Jual beli seperti ini hukumnya haram, karena si 

pedagang menjual sesuatu yang barangnya tidak ada 

padanya, dan menjual sesuatu yang belum menjadi miliknya, 

jika barang yang diinginkan sudah ditentukan. Dan termasuk 

menjual hutang dengan hutang, jika barang yang diinginkan 

tidak jelas harganya dibayar di belakang. Syariat Islam 

membolehkan jual beli. Pada dasarnya hukum jual beli 

adalah sah sampai ada dalil yang menunjukkan bahwa jual 

beli (transaksi) tersebut dilarang dan rusak (fasid). Jual beli 

yang dilarang dan batal hukumnya adalah sebagai berikut:
42
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Dalam Pandangan 4 Madzab (Yogyakarta: Maktabah al-Hanif, 2014), 34–40. 
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1) Muzabanah adalah jual beli sesuatu yang diketahui 

jumlahnya dengan sesuatu yang tidak diketahui jumlah 

atau harganya. Ini biasanya berlaku bagi buah yang masih 

dipohon yang ditukarkan dengan buah kering misalnya. 

2) Munabasah adalah jual beli secara lempar-melempar, 

misalnya seseorang berkata, lemparkanlah padaku apa 

yang ada padamu, nanti akan kulemparkan pula padamu 

apa yang ada padaku, setelah terjadi lempar-melempar, 

maka terjadilah jual beli. Jual beli seperti ini dilarang 

oleh agama Islam, karena mengandung tipuan dan dapat 

merugikan salah satu pihak. 

3) Habal al-Habalah adalah jual beli janin di dalam perut. 

Misalnya seseorang membeli seekor unta betina dengan 

janji ia akan membayar harganya jika ternyata unta itu 

melahirkan seekor unta betina. 

4) Mulammasah adalah jual beli secara menyentuh sehelai 

kain dengan tangan atau kaki, maka dianggap telah 

membeli kain tersebut. Jual beli seperti ini dilarang oleh 

agama, karena mengandung tipuan dan kemungkinan 

dapat menimbulkan kerugian pada salah satu pihak. 

5) Muhaqolah adalah jual beli ngijon, dalam bahasa 

indonesia artinya pembelian padi dan sebagainya 

sebelum masak dan diambil oleh pembeli sesudah masak, 

dalam bahasa jawa diartikan hijau. 

6) Mu'awamah adalah jual beli buah ketika masih dipohon 

selama setahun, dua tahun atau lebih, baik buah itu ada 

atau tidak. 

7) Mukharabah adalah jual beli buah-buahan yang belum 

pantas dipanen, misalnya rambutan yang masih hijau, 

mangga yang masih kecil, dan lain sebagainya. Jual beli 

seperti ini dilarang oleh agama karena barang tersebut 

masih samar (belum jelas) dalam artian bisa saja buah 

tersebut jatuh atau rontok ketika tertiup angin sebelum 

dipanen oleh pembeli, sehingga menimbulkan 

kekecewaan salah satu pihak. 
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8) Tsunaiyyah adalah jual beli dengan pengecualian, kecuali 

jika yang dikecualikan itu diketahui, yakni jelas ukuran 

jenis dan segala sesuatunya. 

9)  Talqi al-jalab adalah pembelian barang dagangan 

sebelum barang itu sampai ke tempat tujuan, ini 

merupakan praktik yang umum dilakukan di Madinah. 

Seperti ketika petani membawa gandum ke kota, maka 

sebelum sampai kota mereka akan ditemui oleh para 

pedagang yang kemuadian membeli barang tersebut, 

untuk mereka jual di kota nanti dengan harga tinggi. 

10)  Al-Hadir libad adalah beberapa orang bekerja sebagai 

agen (pedagang perantara) bagi penjual gandum dan 

semua gandum di jual melalui mereka. Mereka 

mendapat laba dari pembeli maupun penjual dan sering 

kali memangkas laba penggarap dan pembeli. Nabi 

Muhammad Saw melarang jenis perniagaan ini demi 

membela penggarap maupun pembeli. 

11) Ainiah adalah penjualan barang, terutama yang tidak 

tahan lama, tanpa mendapatkan hak kepemilikan. 

12) Sharf adalah penukaran emas dan perak dengan emas 

dan perak. Penukaran seperti ini terlarang, kecuali tunai 

dan langsung. Jika tidak, maka itu adalah riba. 

13)  Jual beli gharar adalah jual beli yang mengandung 

ketidakjelasan terhadap objek kualitas dan kuantitas, 

dan segala jenis jual beli dengan menipu pihak lain. 

Yang dimaksud dengan jual beli gharar adalah semua 

jenis jual beli yang mengandung spekulasi atau 

permainan taruhan.  

14) Misrat adalah penjualan binatang yang tidak diperas 

susunya selama beberapa hari sehingga susunya terlihat 

besar untuk menipu pembeli. 

15) Zajsy adalah membeli suatu barang dengan harga tinggi 

atau mengungguli tawaran orang lain, bukan karena 

ingin membelinya, melainkan untuk menjebak pembeli 

lain. 

16) Jual dengan sumpah adalah bersumpah mengenai 

tingginya kualitas barang yang dijual. 
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17) Mencampur barang yang berkualitas tinggi dengan 

barang yang berkualitas rendah, seperti mencampur 

susu dengan air. 

18) Jual beli majhul, adalah jual beli yang barangnya tidak 

jelas, misalnya jual beli singkong yang masih di tanah, 

atau jual beli buah-buahan yang masih berbentuk 

bunga, dan lain-lain. 

19) Jual beli air (yang masih disumbernya) dan rumput 

(yang masih tertanam). 

20) Orang yang dipaksa, menurut Ulama Hanafiyah 

berdasarkan pengkajian jual beli yang dipaksa bersifat 

menggantung dan tidak berlaku. Jika orang yang 

dipaksa membolehkannya setelah terlepas dari paksaan, 

maka jual belinya berlaku. 

21) Jual beli sperma binatang, dalam jual beli sperma 

(mani) binatang, maksudnya adalah seperti 

mengawinkan seekor pejantan dengan betina agar 

mendapatkan keturunan yang baik adalah haram. 

22) Jual beli barang tanpa pengiriman dan harga tunai, 

yakni menjual janji, mengirim asal pembeli mau 

menerima harga yang penjual kehendaki. 

23) Tawar menawar dengan orang yang membutuhkan atau 

orang miskin. 

24) Menjual daging bangkai, darah, orang merdeka, ikan 

yang belum ditangkap, burung yang masih di udara, 

susu yang masih dalam ambingnya, dan bulu maupun 

rambut bintang (wool) yang masih belum dicukur. 

25) Jual beli anak binatang yang masih dalam kandungan, 

jual beli demikian itu adalah haram, sebab belum ada 

dan belum tampak jelas. Penjualan ini dilarang karena 

penjualannya yang gelap masanya, spekulasi, dan juga 

belum diketahui jantan atau betina. 

26) Penjualan apa saja yang tidak dapat dipisahkan dari 

asalnya tanpa merusaknya, atau yang kualitas dan 

keberadaannya tidak dapat dipastikan, atau yang 

kuantitasnya hanya dapat diketahui dengan perkiraan. 
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27) Penjualan air susu wanita, bulu binatang (yang belum 

dicukur), rambut manusia. Halal menjual dan 

menggunakan tulang, wool, otot, tanduk ataupun bulu 

bangkai, kecuali yang berasal dari manusia atau babi. 

28) Menawar barang yang sedang ditawar orang lain. 

Contoh dari perbuatan menawar barang yang sedang 

ditawar orang lain adalah apabila seseorang berkata: 

Jangan terima tawaran orang itu, nanti aku akan 

membeli dengan harga yang lebih tinggi. Jual beli 

seperti itu dilarang oleh agama sebab dapat 

menimbulkan persaingan tidak sehat dan dapat 

mendatangkan perselisihan di antara penjual dan 

pembeli.
43

 

5. Hikmah dan Manfaat Jual Beli 

Allah Swt mensyariatkan jual beli sebagai pemberian 

keluangan dan keleluasaan dari-Nya untuk hamba-hamba-Nya, 

karena semua manusia secara pribadi mempunyai kebutuhan 

berupa sandang, pangan, dan lain-lainnya. Kebutuhan seperti ini 

tidak pernah terputus dan tak henti-henti selama manusia masih 

hidup. Tak seorangpun dapat memenuhi hajat hidupnya sendiri, 

karena itu ia dituntut berhubungan dengan lainnya. Dalam 

hubungan ini tak ada satu hal pun yang lebih sempurna dari 

pertukaran, di mana seseorang memberikan apa yang ia miliki 

untuk kemudian ia memperoleh sesuatu yang berguna bagi 

orang lain sesuai kebutuhan masing-masing.
44

 

Selain itu obyek muamalah dalam Islam mempunyai 

bidang yang amat luas, sehingga al-Qur'an dan al-Sunnah secara 

mayoritas lebih banyak membicarakan persoalan muamalah 

dalam bentuk yang global dan umum saja. Hal ini menunjukkan 

bahwa Islam memberikan peluang bagi manusia untuk 

melakukan inovasi terhadap berbagai bentuk yang mereka 

butuhkan dalam kehidupan mereka, dengan syarat bahwa 
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bentuk muamalah hasil inovasi ini tidak keluar dari prinsip-

prinsip yang telah ditetapkan oleh Islam.
45

 

Disadari bahwa manusia sebagai subjek hukum tidak 

mungkin hidup di alam ini sendiri saja tanpa berhubungan sama 

sekali dengan manusia lainnya. Eksistensi manusia sebagai 

makhluk sosial sudah merupakan fitrah yang ditetapkan Allah 

Swt bagi mereka. Suatu hal yang paling mendesak dalam 

memenuhi kebutuhan seorang manusia adalah adanya interaksi 

sosial dengan manusia lain. Dalam kaitan dengan ini, Islam 

datang dengan dasar-dasar dan prinsip-prinsip yang mengatur 

secara baik persoalan-persoalan muamalah yang akan dilalui 

oleh setiap manusia dalam kehidupan sosial mereka.
46

 

Berdasarkan dari induksi para ulama terhadap al-Qur'an 

dan al-Sunnah, ditemukan beberapa keistimewaan ajaran 

muamalah di dalam kedua sumber hukum Islam di antaranya: 

a. Prinsip dasar dalam persoalan muamalah adalah untuk 

mewujudkan kemaslahatan umat manusia, dengan 

memperhatikan dan mempertimbangkan berbagai situasi dan 

kondisi yang mengitari manusia itu sendiri. 

b. Bahwa berbagai jenis muamalah, hukum dasaranya adalah 

boleh sampai ditemukan dalil yang melarangnya. Ini artinya, 

selama tidak ada dalil yang melarang suatu kreasi jenis 

muamalah, maka muamalah itu diperbolehkan. Inilah sisi 

rahmat Allah Swt terbesar yang diberikan Allah Swt kepada 

umat manusia.
47

 

Adapun hikmah lain disyariatkannya jual beli (muamalah) 

adalah ketika uang, harta dan barang perniagaan terbesar di 

tangan semua orang dan pada sisi lain orang yang 

membutuhkannya sangat terikat dengan si pemilik barang 

sedang dia tidak mungkin memberikannya tanpa adanya ganti 

maka dengan jual beli tercapailah hajat dan keinginan orang-

orang tersebut. Sekiranya jual beli tidak diperbolehkan niscaya 

akan mendorong timbulnya tindak perampasan, perampokan, 

pencurian, penipuan dan pertumpahan darah, oleh sebab itu 
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Allah Swt menghalalkan jual beli demi mewujudkan 

kemaslahatan tersebut dan memadamkan gejolak yang timbul.
48

 

Adapun manfaat yang diperoleh atau diambil dalam 

transaksi jual beli antara lain: 

a. Antara penjual dan pembeli dapat merasa puas dan 

berlapang dada dengan jalan suka sama suka. 

b. Dapat menjauhkan seseorang dari memakan atau memiliki 

harta yang diperoleh dengan cara yang batil. 

c. Dapat memberikan nafkah bagi keluarga dari rizki yang 

halal. 

d. Dapat ikut memenuhi hajat hidup orang banyak atau 

masyarakat. 

e. Dapat membina ketenangan, ketentraman, dan kebahagiaan 

bagi jiwa karena memperoleh rizki yang cukup dan 

menerima dengan ridho terhadap anugerah yang diberikan 

oleh Allah Swt. 

f. Dapat menciptakan hubungan atau mempererat tali 

silaturahmi dan persaudaraan antara penjual dan pembeli.
49

 

 

B. ‘Urf 

1. Pengertian ‘Urf 

„Urf secara bahasa berarti “baik”, juga berarti mengulang, 

adat berasal dari al- mua‟awadalah yang artinya mengulang. 

Sedangkan dari segi istilah, sebagian ulama ushul mengartikan 

„urf dan adat dengan pengertian yang sama yaitu “sesuatu yang 

telah dikenal oleh orang banyak dan telah menjadi tradisi 

mereka, baik berupa perkataan, perbuatan atau keadaan 

meninggalkan” yang berupa tindakan, seperti saling pengertian 

antara manusia dalam jual beli tanpa ada keluhan lafdiah.
50

 

Menurut ulama ushuliyyin, „urf adalah sesuatu yang dapat 

dipahami dan dilakukan oleh manusia (sekelompok orang) baik 
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berupa perbuatan, perkataan, maupun mmeninggalkan. 

Kemudian menurut para ahli fiqh adalah sesuatu yang diketahui 

sendiri oleh manusia dan dijadikan tradisi, berupa perkataan, 

perbuatan atau sikap yang meninggalkan sesuatu, disebut juga 

adat. Sementara Hasbi Ash-Shiddiqi mengatakan bahwa‟urf dan 

adat itu sama, adat adalah kebiasaan yang dikenal diseluruh 

masyarakat atau juga dikenal oleh orang-orang dan telah 

menjadi kebiasaaan yang mereka sukai dan diterapkan dalam 

kehidupan mereka.
51

 

Sedangkan menurut Ahmad Fahmi yang dikutip oleh 

Nasrun Haroen, bahwa ulama ushul membedakan pengertian 

antara „urf dan adat, seperti ungkapan „urf adalah sesuatu yang 

dilakukan berulang-ulang tanpa ada hubungan logis.
52

 

Lebih lanjut, alam bidang fiqh ada dua kata yang terdengar 

sama yaitu „urf dan adat. Perbedaan antara kedua kata ini adalah 

bahwa adat diartikan sebagai tindakan yang berulang tanpa ada 

hubungan logis. Tindakan ini terkait dengan tindakan pribadi, 

seperti kebiasaan makan dan tidurnya. Kemudian „urf 

didefinisikan sebagai kebiasaan kebanyakan orang baik dalam 

ucapan maupun tindakan. Menurut hukum Islam, „urf memiliki 

tempat penting dalam perumusan hukum. Hal ini karena „urf 

telah menjadi kebiasaan yang dianut oleh masyarakatnya yang 

membudidaya dalam masyarakat. Dengan demikian, adat dan 

„urf diperhitungkan untuk menentukan aturan mana yang 

dimasukkan ke dalam aturan umum.
53

 

Berdasarkan uraian di atas, dapat ketahui „urf adalah 

bagian dari adat, karena dibanding „urf adat lebih umum 

daripadanya, seharusnya „urf berlaku untuk kebanyakan orang 

di daerah tertentu, bukan untuk beberapa orang atau kelompok 

dan „urf tidak alami. Kebiasaan seperti yang berlaku untuk 

sebagian besar kebiasaan, tetapi muncul dari pemikiran dan 

pengalaman. 
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2. Dasar Hukum ‘Urf 

Ulama „urf sahih dapat dijadikan dasar hujjah selama tidak 

bertentangan dengan syariat. Ulama Maliki terkenal dengan 

klaimnya bahwa tindakan para ulama Madinah dapat dijadikan 

sebagai dalil, serupa dengan ulama Hanafiah yang telah 

menyatakan bahwa pendapat ulama Madinah dan Kufah dapat 

dijadikan sebagai dasar pembuktian. Imam Syafi`iy terkenal 

dengan qaul qadim dan qaul jadid. Ada insiden tapi dia 

membuat hukum lain ketika dia masih di Mesir (qaul jadid). Ini 

menunjukkan tiga mazhab yang berdebat dengan „urf. Tentu 

saja, mereka tidak menggunakan „urf fasid sebagai hujjah.
54

 

Kemudian dalam pengoperasiannya, ada beberapa syarat 

agar „urf dapat dijadikan landasan hukum, yaitu: 

 

a. „Urf yang digunakan harus mencakup „urf shahih, dalam arti 

tidak bertentangan dengan ajaran al-Qur'an dan sunnah Nabi 

Saw. 

b. „Urf harus bernilai baik dan diterima secara umum. 

c. Sudah diterima secara umum dan konsisten di kalangan 

masyarakat, yakni setidaknya sudah menjadi kebiasaan 

sebagian besar penduduk di negeri ini dan terus diterapkan 

tanpa ada perbedaan gaya, terus di peristiwa serupa. 

d. Itu harus hadir ketika peristiwa terhadap „urf terjadi. 

e. Tidak ada persyaratan selain keinginan para pihak yang 

terlibat. Karena jika kedua belah pihak sepakat untuk tidak 

terikat dengan adat apapun yang berlaku, maka apa yang 

dimaksud dengan perjanjian, bukanlah „urf.55
 

Malikiyah meninggalkan qiyas, jika qiyas 

bertentangan dengan „urf dan men-takhshish-kan umumnya 

menentang men-taqyid-kan secara mutlak. Syafi`i menerima 

„urf jika tidak bertentangan dengan teks atau jika tidak ada 

indikasi dalam nash. Mengenai hujjah-annya, Malikiyah 

membagi „urf menjadi tiga bagian, yaitu „urf yang digunakan 
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oleh semua ulama, yaitu yang dinamai menurut nash, kedua „urf 

berarti mengambil apa yang dilarang oleh syara‟, atau keluar 

dari syara‟ („urf tidak memiliki nilai di sana), dan „urf ketiga 

tidak dilarang dan tidak memiliki nilai untuk diamalkan. Ulama 

Hanbali menerima „urf selama tidak bertentangan dengan 

nash. Sedangkan ulama Syi‟ah menerima „urf dan 

memperlakukannya sebagai dalil hukum yang tidak berdiri 

sendri, tetapi harus berkaitan dengan yang lain, yaitu sunnah.
56

 

Berdasarkan dari beberapa pendapat di atas, secara umum 

dapat dipahami bahwa „urf dapat digunakan sebagai dasar untuk 

menegaskan sesuai dengan firman Allah Swt dalam Q.S. al-

A‟raf [7]: 199 yaitu sebagai berikut: 

                     

“Jadilah Engkau Pema'af dan suruhlah orang 

mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-

orang yang bodoh”. (Q.S. al-A‟raf [7]: 199) 

Kata „urf dalam ayat tersebut, di mana umat manusia 

disuruh mengerjakannya, ulama ushul fiqh dipahami sebagai 

sesuatu yang baik dan sudah menjadi kebiasaan masyarakat. 

Oleh karena itu, ayat tersebut dipahami sebagai keharusan 

untuk melakukan sesuatu yang dianggap baik agar menjadi 

tradisi dalam suatu masyarakat. Hal ini juga didukung oleh 

firman Allah Swt dalam Q.S. al-Baqarah [2]: 233 yaitu sebagai 

berikut: 

 ......               ......    

“Dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian 

kepada Para ibu dengan cara ma'ruf”. 

 

3. Kaidah-kaidah ‘Urf 

a. Kaidah „Urf dalam Kitab al-Isyraf 

1) „Urf adalah hukum asal yang digunakan sebagai acuan 

dalam perkara yang diperselisihkan 
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Kaidah pertama di atas sinonim dengan kata fuqaha 

“al-Adah Muhakkamah” atau hukum adat dapat diartikan 

sebagai hukum, artinya, adat atau kebiasaan menjadi dasar 

untuk menentukan status hukum antara orang-orang 

dalam transaksi, pertukaran, penegakan hak dan 

kewajiban, perselisihan dan hal-hal lain.
57

 

2) „Urf Sama dengan Syarat 

Kaidah „urf sama dengan syarat yang merupakan 

turunan dari kaidah pertama, misalnya seperti yang 

dikemukakan oleh Qadhi Abdul Wahhab mengutip dari 

Abu Hanifah dan Asy-Syafi‟i, bahwa “yang berselisih 

dengan kemungkinan kemampuan untuk mempekerjakan 

pengasuh anak, atau orang lain dari tenaga kerja yang 

ada menggunakan jasa mereka dan membayar upah dan 

pakaian mereka”. Abdul Wahhab sependapat dengan Abu 

Hanifah bahwa “pengasuh anak bisa disewa, sedangkan 

Asy- Syafi‟i tidak mengizinkan”. Alasan Abdul Wahhab 

adalah bahwa tujuan penggunaan layanan menempati 

jenis pekerjaan yang disebutkan dan persyaratannya.
58

 

3) Mutlaq dibawa Kepada Adat Kebiasaan 

Kata mutlaq dapat di taqyid dengan „urf dan adat 

kebiasaan. Artinya lafaz mutlaq boleh ditaqyid dengan 

„urf dan adat. Ini mengacu pada‟urf dan adat. 

Mengkhususkan diri dalam pengucapan umum dengan 

„urf (takhsish al-„amm bil „urf). Menurut Abu Abdillah 

al-Mukr, bahwa menurut Imam Malik adat sama 

dengan membatasi pembicaraan yang mutlak dan 

mengkhususkan pada pembicaraan umum”.
59

 

b. Kaidah-kaidah Fiqh tentang „Urf 

Pengertian kaidah fiqh adalah kaidah yang biasanya 

diturunkan dari materi fiqh kemudian digunakan untuk 

menentukan kasus-kasus baru, yang polanya tidak jelas 
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58 Jaya Miharja, “Kaidah-Kaidah Al-„Urf Dalam Bidang Muamalah,” El-

Hikam 4, no. 2 (2011): 106. 
59 Ibid., 107. 



40 

dalam nash. ada banyak rumus dalam aturan fikih yang 

melibatkan „urf, yaitu: 

1) Kaidah pokok menjelaskan bahwa kebiasaan dapat 

dijadikan sebagai pertimbangan hukum. 

2) Kaidah pertentangan antara „urf dengan nash. 

3) Kaidah tentang pemberlakuan „urf umum. 

4) Kaidah tentang hubungan „urf. 

5) Kaidah tentang perubahan hukum karena berubahnya 

masa. 

6) Kaidah tentang hubungan „urf dengan nash.60
 

 

4.  Macam-macam ‘Urf 

Para ulama ushul fiqh membagi „urf menjadi tiga, yaitu 

sebagai berikut: 

a. Mengenai objeknya, „urf terbagi menjadi kebiasaan yang 

berhubungan dengan ungkapan dan kebiasaan dalam bentuk 

perbuatan. 

1) Kebiasaan yang berhubungan dengan ungkapan (al-„urf 

al-lafadzi) adalah kebiasaan orang yang menggunakan 

kebiasaan lafdzi atau ungkapan lain untuk 

mengungkapkan sesuatu. 

2) „Urf Amali adalah „urf dalam bentuk perbuatan/tindakan, 

karena kebiasaan jual beli di masyarakat tidak mengacu 

pada akad jual beli. Sedangkan menurut syara‟, akad jual 

beli merupakan salah satu kegiatan utama jual beli. 

Namun karena sudah menjadi kebiasaan di masyarakat, 

jual beli tanpa melihat akad, tanpa merugikan, syara‟ 

mengizinkannya.
61

 

b. Dilihat dari ruang lingkupnya „urf terbagi menjadi dua, yaitu 

kebiasaan yang bersifat umum dan bersifat khusus: 

1) Kebiasaan yang bersifat umum (al-„urf al-„am) 

„Urf „am adalah „urf yang berlaku di mana saja dan 

dalam keadaan apapun. Seperti memberi hadiah kepada 
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orangyang membantu kita, mengucapkan terima kasih 

kepada orang yang membantu kita dan lain sebagainya. 

Ulama Madzhab Hanafi telah menetapkan bahwa “‟urf 

(„urf al-„am) mampu mengalahkan qiyas, yang kemudian 

dikenal dengan istihsan „urf, „urf dapat men-takhsis nash 

yang „am yang bersifat zhanni karena adanya „urf ini 

adalah larangan Rasulullah saw”. Terlihat dalam jual beli 

yang menyertai adanya syarat. Dalam hal ini, mayoritas 

ulama mazhab Hanafiyah dan Malikiyah menetapkan 

kemungkinan terpenuhinya semua syarat, jika memang 

terjadinya syarat tersebut dianggap telah menjadi „urf.62 

2) Kebiasaan yang bersifat khusus (al-„urf al-khash) 

Kebiasaan yang bersifat khusus adalah kebiasaan 

yang berlaku didaerah tertentu dandalam masyarakat 

tertentu. „Urf khash adalah adat yang berlaku di daerah 

dan masyarakat tertentu. Misalnya, kebiasaan yang 

berlaku khusus untuk pedagang dan pengacara, dan 

kebiasaan di beberapa daerah berbeda dengan di daerah 

lain. Sedangkan menurut Abu Zahra secara lebi rinci, 

“‟urf secara khusus berlaku disuatu negara, wilayah atau 

sekelompok orang tertentu, misalnya di antara para 

pedagang jika barang yang dibeli ada yang cacat dapat 

dikembalikan dan untuk cacat barang lainnya konsumen 

tidak dapat mengekembalikan barang tersebut, atau 

kebiassan yang berkaitan dengan penentuan masa garansi 

untuk barang tertentu, „urf jenis ini tidak dapat dilawan 

dengan nash, hal ini hanya dapat berlawanan dengan 

qiyas yang ilat-nya tidak ditemukan melalui jalan qathiy, 

dalam bentuk nash maupun yang menyerupai nash dalam 

hal kejelasan”.
63

 

c. Mengenai keabsahan dari pandangan syara‟, „urf dibedakan 

menjadi dua, yaitu kebiasaan yang dianggaps ah dan 

kebiasaan yang dianggap rusak. 
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1) „Urf shahih, adalah kebiasaan yang terjadi di 

masyarakat tidak bertentangan dengan nash, tidak 

mengurangi kemaslahatan atau muḍarat-nya. 

Abdul Wahab Khallaf menambahkan bahwa 

pernyataan tidak mengizinkan apa yang haram dan 

tidak memmbatalkan apa yang wajib. 

2) „Urf fasid adalah amalan yang bertentangan dengan 

syariat Islam dan aturan dasar dalam syariat Islam. 

Misalnya, tradisi perdagangan yang mengandung riba di 

kalangan pedagang, tradisi penyuapan, dll.
64

 

5. Syarat-syarat ‘Urf 

Para ulama menerima dan mengamalkan „urf sebagai 

dalil hukum yang menetapkan empat syarat, yaitu: 

a. „Urf bermanfaat, dalam arti membawa kebaikan bagi 

manusia dan mencegah dari kerusakan dan keburukan. 

b. „Urf berlaku secara umum dan setara untuk orang-orang di 

lingkungan tertentu. 

c. „Urf mulai berlaku sebelum penetapan hukum suatu 

masalah dibuat. Artinya „urf yang akan dijadikan landasan 

hukum itu sudah ada, sebelum perkara- perkara yang akan 

ditentukan hukumnya. 

d. „Urf tidak bertentangan dengan dalil syara‟ yang ada.
65

 

„Urf sebagai dasar untuk mendefinisikan hukum atau „urf 

itu sendiri didirikan sebagai dasar hukum untuk tujuan 

mewujudkan kemaslahatan dan kenyamanan hidup manusia. 

Demi manusia, tekad ini terletak pada semua yang dia tahu dan 

senangi. Adat istiadat seperti ini di masyarakat sudah begitu 

mengakar sehingga sulit untuk dilepaskan karena menyangkut 

berbagai kepentingan dalam kehidupan mereka.
66

 

Syarat-syarat di mana „urf dapat dijadikan landasan 

hukum, yaitu bahwa „urf memiliki kepentingan yang wajar. 

Kondisi ini mutlak dalam „urf shahih, sehingga dapat diterima 

oleh masyarakat. Dan dalam arti tidak bertentangan dengan al-
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Qur'an dan Sunnah Rasulullah Saw. Di sisi lain, jika ;urf 

berbahaya dan tidak dapat dijelaskan dengan benar, maka „urf 

tidak diperbolehkan dalam Islam.
67

 

Syarat ini menjadi lebih jelas dengan melihat 

contoh perkembangan di masyarakat. Sebagai contoh, pada 

umumnya masyarakat Indonesia masih menggunakan alat tukar 

resmi yaitu rupiah. Oleh karena itu, dalam transaksi, mata uang 

biasanya tidak ditentukan, karena semua orang mengetahuinya 

dan tidak punya pilihan selain menggunakan rupiah yang 

berlaku, kecuali dalam beberapa kasus.
68

 

„Urf digunakan sebagai dasar untuk aturan saat ini, bukan 

„urf nanti. Ini berarti bahwa „urf harus ada sebelum hukum 

diberlakukan. Jika „urf tiba sebelumnya maka tidak akan 

dihitung. „Urf tidak bertentangan dengan nash, sehingga 

membatalkan hukum yang terkandung dalam nash. Kondisi ini 

justru memperkuat „urf shahih'karena jika „urf bertentangan 

dengan nash atau bertentangan dengan prinsip-prinsip syara‟ 

yang pasti dan jelas, itu termasuk dalam „urf fasid dan tidak 

dapat diterima sebagai dalil dalam hukum.
69

 

6. Kedudukan 'Urf 

Pada dasarnya, semua ulama sepakat bahwa kedudukan 

„urf shahih sebagai salah satu dalil syara‟. Namun, di kalangan 

ulama keduanya berbeda dalam penggunaannya sebagai dalil. 

Dalam hal ini ulama Maliki dan Hanafiyyah adalah ulama yang 

paling banyak menggunakan dalil „urf syara‟ dibandingkan 

ulama Syafi‟iyyah dan Hanabillah. „Urf digunakan sebagai 

dasar untuk menetapkan aturan. Namun atas „urf dalam 

penerimaan ulama itu bukanlah dikaarenakan semata-mata 

bernama „urf. Karena „urf menjadi dalil karena adanya 

pendukung, atau adanya tempat yang baik untuk bersandar 

dalam bentuk ijma‟. Adat istiadat yang umum di masyarakat 

telah lama diterima oleh masyarakat.
70
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Ulama Hanafiyah menggunakan istihsan dalam ijtihad, 

dan salah satu bentuk istihsan al-„urf adalah istihsan yang 

sadar akan „urf. Menurut ulama Hanafiyah, „urf lebih 

diutamakan daripada qiyas khafi dan juga didahului oleh nash 

pada umumnya. Ulama Malikiyah menjadikan „urf atau tradisi 

yang hidup di kalangan ahli Madinah sebagai dasar dalam 

menetapkan hukum dan mendahulukan dari hadis ahad. Ulama 

Syafi‟iyah sering menggunakan „urf dalam hal-hal yang 

biasanya tidak menemukan istilah dalam syara‟ atau dalam 

penggunaan bahasa.
71

  

„Urf Sahih harus dipertahankan oleh seorang mujtahid 

untuk membuat hukum dan oleh seorang hakim untuk 

memutuskan suatu kasus. Karena sudah menjadi kebiasaan 

dan dipraktikkan oleh banyak orang. Tidak wajib 

memperhatikan „urf fasid, karena memelihara berarti 

menentang dalil syar‟i. Jadi, seperti perjanjian yang 

mengandung riba‟ atau mengandung unsur penipuan, praktik-

praktik ini tidak berfungsi untuk membenarkan perjanjian. 

Hanya saja kesepakatan seperti itu dapat dilihat dari sudut 

pandang lain adalah wajar. Misalnya, dalam kondisi kebutuhan 

mendesak atau dalam kondisi darurat, bukan karena banyak 

orang yang terbiasa. Jika sesuatu dianggap darurat atau untuk 

kebutuhan mereka, kita dapat mengatakan bahwa itu 

diperbolehkan.
72

 

 

C. Down Payment (DP) 

1. Pengertian Down Payment (DP) 

Down payment (DP) berasal dari bahasa Inggris, “Down 

payment is a prtial payment made at the time of purchase; the 

balanced to be paid later” yaitu sebagian pembayaran yang 

dilakukan pada awal pembelian, sementara sisanya akan dibayar 

kemudian. Berapa lama waktu pembayaran ditentukan sesuai 

perjanjian di antara penjual dan pembeli. Sementara itu, dalam 

kamus hukum dikenal istilah “Panjar” yang berarti suatu 

                                                             
71 Ibid., 399. 
72 Miftahul Arifin dan A. Faishal Haq, Ushul Fiqh : Kaidah-Kaidah 

Penetapan Hukum Islam (Surabaya: Citra Media, 2008), 147. 



45 

pemberian uang atau barang dari penjual sebagai tanda jadi atau 

pengikat yang menyatakan bahwa pembelian itu jadi 

dilaksanakan dan jika ternyata pembeli membatalkannya, maka 

panjar itu tidak dapat diminta.
73

 

Begitu pula menurut JCT. Simorangkir, uang panjar adalah 

pemberian uang atau barang dari calon pembeli kepada penjual 

sebagai tanda jadi atau pengikat yang menyatakan bahwa 

pembelian itu jadi dilaksanakan dan jika ternyata pembeli 

membatalkannya maka panjar itu tidak dapat dimintakan 

kembali.
74

 

Panjar dijadikan sebagai hal yang dijadikan perjanjian 

dalam jual beli. Panjar secara terminologi berarti sejumlah uang 

yang dibayarkan di muka oleh pembeli barang kepada penjual. 

Jika akad dilanjutkan, maka uang muka masuk dalam harga 

pembayaran. Jika tidak jadi berarti menjadi milik penjual. 

Panjar adalah kompensasi dari penjual yang menunggu selama 

beberapa waktu.
75

 

2. Pengertian Down of Payment (DP) dalam Hukum Islam 

Down of Payment (DP) dalam bahasa Arab adalah 'urbuun. 

Kata ini memiliki padanan kata (sinonim) dalam bahasa 

Arabnya yaitu, al-urbaan, 'alurbaan dan al-urbuun. Secara 

bahasa artinya, kata jadi transaksi dalam jual beli.
76

 

Ibnu Qudamah salah seorang ulama hanabilah 

mendefinisakn bai' al-'urbun (jual beli dengan sistem panjar) 

yaitu "seorang pembeli barang, kemudian dia menyerahkan 

Dirham (uang) kepada penjual sebagai uang panjar. Jika ia jadi 

membeli barang itu, maka uang itu dihitung dari harga barang 

akan tetapi jika tidak membelinya, maka uang panjar itu 

menjadi milik penjual.
77

 

Lebih lanjut, pengertian panjar (urbun) dipahami bahwa 

masyarakat kita mengenal istilah untuk penyebutan uang muka. 
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Ada yang mengenalnya dengan istilah uang panjar, uang jadi, 

uang awal dan banyak lagi. Dalam bahasa Arab uang panjar 

(uang muka) dikenal dengan istilah al-'urbun artinya seorang 

pembeli memberi uang panjar (down payment). Dinamakan 

demikian karena di dalam akad jual beli tersebut terdapat uang 

panjar yang bertujuan agar orang lain yang menginginkan 

barang itu tidak berniat membelinya karena sudah dipanjar oleh 

si pembeli pertama.
78

 

Salah seorang ulama Hanabilah dalam al-Mughni 

mendefinisikan bai al-'urbun (jual beli dengan sistem panjar) 

yaitu seorang pembeli barang, kemudian dia menyerahkan 

dirham (uang) kepada penjual sebagai uang panjar. Jika ia jadi 

membeli barang itu, maka uang itu dihitung dari harga barang, 

akan tetapi jika tidak membelinya,maka uang panjar itu menjadi 

milik penjual.
79

 

Uang muka dalam istilah fiqh dikenal dengan al-„urbun 

jamaknya „arabinu. Kata ini memiliki padanan kata (sinonim) 

dalam bahasa arab, yaitu al-„urban.
80

 Secara bahasa artinya 

yang kata jadi transaksi dalam jual beli. Dengan demikian, jual 

beli dengan uang panjar adalah membayar uang  muka, atau 

yang dikenal sebagai tanda jadi dalam suatu transaksi jual 

beli.
81

 

Jual beli „urbun yaitu seseorang membeli barang, lalu ia 

membayar panjar (uang muka) kepada penjual sebagian dari 

harga barang dengan catatan apa bila jual beli di antara 

keduanya telah sempurna, maka uang muka yang sudah dibayar 

dihitung sebagai harga barang. Akan tetapi, jika jual beli 

tersebut tidak sempurna, maka uang panjar itu menjadi milik 

penjual.
82
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Menurut Sayyid Sabiq, yang dimaksud dengan uang panjar 

adalah pembeli membeli suatu barang dan membayar sebagian 

total pembayarannya kepada penjual. Jika jual beli 

dilaksanakan, maka uang panjar tersebut dihitung sebagai 

bagian dari total pembayarannya dan jika tidak, maka uang 

panjar tersebut diambil oleh penjual dengan dasar sebagai 

pemberian dari pihak pembeli yang telah mengikat perjanjian 

sebelumnya.
83

 

Adapun menurut M. Ali Hasan mengatakan bahwa, jual 

beli dengan uang panjar atau al-„urbun adalah jual beli yang 

bentuknya dilakukan melalui perjanjian. Apabila barang yang 

sudah dibeli dikembalikan kepada penjual, maka uang muka 

(panjar) yang diberikan kepada penjual menjadi milik penjual 

tersebut. Di dalam masyarakat jaman sekarang ini dikenal 

dengan uang hangus atau uang hilang yang tidak boleh ditagih 

lagi oleh pembeli.
84

 

Adapun yang dimaksud dengan jual beli dengan uang 

panjar (al-urbun) adalah seseorang yang membeli sebuah 

barang lalu ia membayar satu dirham saja atau sebagian kecil 

dari harga barang pada penjual, dengan syarat jika jual beli 

dilanjutkan maka satu dirham yang telah dibayarkan itu akan 

terhitung sebagian dari harga, namun apabila tidak terjadi jual 

beli, maka satu dirham yang telah dibayar akan menjadi 

pemberian (hibah) bagi penjual. Dalam jual beli ini pembeli 

mempunyai hak khiyar (hak untuk membatalkan transaksi atau 

melanjutkannya), konsekuensinya, jika jual beli tersebut tidak 

dilanjutkan lagi, maka uang yang telah dibayar sebagian 

menjadi hangus.
85

 

Lebih lanjut, yang dimaksud dengan jual beli panjar dan 

jual beli dengan menggunakan uang muka (al-„urbun) adalah 

pembeli memberikan sedikit uang kepada penjual dari harga 

pembayaran yang sudah ditentukan, dan penjual menerima 

sedikit uang yang diberikan oleh pembeli terhadap barang yang 
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dijual. Apabila jual beli tersebut putus di tengah jalan atau tidak 

jadi, maka uang yang diberikan dahulu oleh pembeli menjadi 

milik penjual. Hal ini sesuai dengan pembayaran yang diadakan 

kedua belah pihak sebelumnya.
86

 

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan 

bahwa down of payment adalah pembayaran uang muka yang 

dilaksanakan secara tunai yang jumlahnya sebesar persentase 

tertentu dari harga jual barang atau sebesar jumlah rupiah yang 

telah ditentukan. 

Rukun Jual beli panjar sama halnya dengan rukun jual beli 

secara umum. Adapun rukun jual beli mempunyai rukun dan 

syarat yang harus dipenuhi, sehingga jual beli itu dapat 

dikatakan sah oleh syara‟. Ada perbedaan pendapat mengenai 

rukun jual beli, menurut ulama Hanafiyah rukun jual beli hanya 

satu, yaitu ijab (ungkapan membeli dari pembeli) dan qabul 

(ungkapan menjual dan menjual). Mereka berpendapat seperti 

ini, karena menurut mereka rukun dalam jual beli itu hanyalah 

kerelaan antara penjual dan pembeli, akan tetapi karena unsur 

kerelaan itu merupakan unsur hati yang sulit untuk diindera 

sehingga tidak kelihatan, maka diperlukan indikator yang 

menunjukkan kerelaan tersebut dari kedua belah pihak dapat 

dalam bentuk perkataan, yaitu ijab dan qabul atau dalam bentuk 

perbuatan, yaitu saling memberi (penyerahan barang dan 

penerimaan uang).
87

 

3. Hukum Down Payment (DP) Menurut Hukum Islam 

Jual beli merupakan akad yang dibolehkan berdasarkan al-

Qur‟an, Sunnah dan ijma‟ para ulama. Di lihat dari aspek 

hukum, jual beli hukumnya mubah kecuali jual beli yang 

dilarang oleh syara‟. Pembahasan jual beli termasuk jual beli 

dengan sistem down payment dalam al-Qur‟an menekankan 

pentingnya moral saling rela dan anti riba. Dalam al-Qur‟an ada 

kata yang bisa digunakan untuk melacak dasar hukum jual beli 

dengan sistem down payment, yaitu kata bai‟, tabayya‟tum dan 
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tijarah. Adapun dasar hukum dari al-Qur‟an antara lain dalam 

Q.S. al-Baqarah [2]: 282 yang berbunyi: 

                         

                        

                                  

                           

                        

                      

                           

                        

                      

                         

                             

                           

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu 

bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, 

hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang 

penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan 

janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah 

mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah 

orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis 

itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan 
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janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika 

yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah 

(keadaannya) atau Dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, 

Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan 

persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki 

(di antaramu). jika tak ada dua oang lelaki, Maka (boleh) 

seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang 

kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang 

mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi 

keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu 

jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas 

waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah 

dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak 

(menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), 

kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu 

jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, 

(jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu 

berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit 

menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka 

Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan 

bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha 

mengetahui segala sesuatu.” (Q.S. al-Baqarah [2]: 282) 

 

Ayat di atas adalah dalil bolehnya akad hutang-piutang, 

sedangkan akad jual beli panjar merupakan salah satu bentuk 

hutang, sehingga keumuman ayat di atas bisa menjadi dasar 

boleh akad panjar. Dalam hal ini ulama berbeda pendapat, 

sebagaimana di jelaskan dalam skripsi ini. 

Pada dasarnya, ulama tidak membolehkan Down of 

Payment. Imam Malik dan Imam Syafi'i menyatakan 

ketidaksahannya karena ada hadis yang menyatakan bahwa 

Rasulullah Saw melarang jual beli urbun dan karena terdapat 

syarat fasad dan gharar. Hal ini juga termasuk memakan harta 

orang lain dengan bātil. Demikian juga Ashabul Ra'yi (Mazhab 

Abu Hanifah) menilainya tidak sah.
88
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Imam al-Qurthubi menyatakan bahwa di antara bentuk 

memakan harta orang lain dengan bātil adalah jual beli dengan 

panjar (uang muka). Jual beli ini tidak boleh dan tidak benar 

menurut sejumlah ahli fiqh dari Hijaz dan Iraq, karena termasuk 

jual beli perjudian, gharar, spekulatif dan memakan harta orang 

lain dengan bātil tanpa pengganti dan hadiah pemberian dan ini 

jelas bātil menurut ijma.
89

 

4. Tujuan Down Payment (DP) 

Belakangan ini transaksi jual beli dengan menggunakan 

uang muka banyak diterapkan terutama dalam jual beli yang 

bersifat pesanan. Jual beli yang dalam transaksinya 

menggunakan uang muka dilakukan dengan dasar dalil. Urf 

yaitu ada kebiasaan yang sudah dilakukan oleh masyarakat 

secara terus menerus. Tujuan dari terapkan sistem pembayaran 

jual beli dengan menggunakan uang muka adalah sebagai 

simbol tanda jadi antara penjual dan pembeli yang melakukan 

pesanan. Sehingga, di antara kedua belah pihak baik penjual 

dan pembeli memiliki ikatan dan saling merasa terjamin atas 

transaksi yang dilakukan. Uang muka juga diterapkan agar 

meminimalisir terjadinya unsur penipuan dalam transaksi jual 

beli terutama dalam jual beli pesanan.
90

 

Bentuk jual beli „urbun (panjar) dilakukan melalui 

perjanjian. Apabila barang yang sudah dibeli dikembalikan 

kepada penjual, maka uang muka (panjar) yang diberikan 

kepada penjual menjadi milik penjual. Di dalam masyarakat 

kita dikenal dengan uang hangus atau uang hilang tidak boleh 

ditagih lagi oleh pembeli.
91

 

Transaksi dengan sistem uang panjar ini, menjelaskan 

kepada kita bahwa pembeli mengikat dirinya sendiri untuk 

membeli, dan sebagai jaminan ia memberikan simpanan uang 

panjar yang akan hilang jika ia melanggar kontraknya. Tetapi 

jika ia memenuhi kontrak, maka simpanan uang panjar tersebut 
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akan dimasukkan kedalam harga pembelian. Simpanan uang 

panjar memiliki beberapa tujuan: 

a. Simpanan uang panjar menunjukan kesungguhan pembeli, 

yang mendorong penjual untuk menarik propertinya dari 

pasar;  

b. Simpanan uang panjar menutupi resiko yang ditanggung 

penjual dan sebagai biaya kesempatan atau kerugian lain 

yang muncul seandainya kontraknya gagal.
92

 

5. Perjanjian Jual Beli Dengan Down Payment (DP)  

a. Perjanjian Jual Beli Dengan Down Payment (DP) 

Menurut Hukum Perdata 

Perjanjian atau kontrak dalam dunia bisnis telah banyak 

digunakan orang, hampir semua kegiatan bisnis selalu 

diawali dengan adanya kontrak atau perjanjian. Pengertian 

istilah kontrak atau persetujuan yang diatur dalam Buku III 

Bab Kedua KUHPerdata Indonesia, sama saja dengan 

pengertian perjanjian. Dalam tampilannya yang klasik, untuk 

istilah kontrak ini sering disebut dengan istilah “perjanjian”, 

sebagai terjemahan dari “agreement” dalam bahasa Inggris 

atau “overenskomst” dalam bahasa Belanda.
93

 

Perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang 

berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu 

saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.
94

 Definisi 

perjanjian diberikan Neni Sri Imaniyati dan Panji Adam 

Agus Putra, diambil dari pasal 1313 KUHPerdata, suatu 

persetujuan adalah suatu perbuatan yang terjadi antara satu 

orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap orang lain 

atau lebih.
95

  

Perjanjian dirumuskan sebagai suatu persetujuan 

dengan mana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri 

untuk melaksanakan suatu hal dalam lapangan harta 
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kekayaan. Perumusan perjanjian tersebut maka terkandung 

unsur-unsur perjanjian sebagai berikut:  

1) Ada pihak-pihak sedikitnya dua orang  

2) Ada persetujuan antara pihak-pihak itu  

3) Ada tujuan yang akan dicapai  

4) Ada prestasi yang akan dilaksanakan  

5) Ada bentuk tertentu, lisan atau tulisan  

6) Ada syarat-syarat tertentu sebagai isi dari perjanjian.
96

 

Sudikno Mertokusumo mengatakan bahwa perjanjian 

adalah hubungan hukum antara dua pihak atau lebih 

berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum 

dua pihak itu sepakat untuk menentukan peraturan atau 

kaidah hak dan kewajiban mengikat mereka untuk ditaati 

dan dijalankan.
97

 Sementara menurut Subekti yaitu suatu 

perjanjian dinamakan juga persetujuan karena kedua pihak 

itu setuju untuk melakukan sesuatu, dapat dikatakan bahwa 

dua perkataan (perjanjian dan persetujuan) itu adalah sama 

artinya.
98

 

Down Payment (DP) atau yang sering dikenal dengan 

istilah uang muka atau uang panjar merupakan pembayaran 

secara tunai sebagian harga atas suatu barang yang hendak 

dibeli. DP biasanya dilakukan ketika seseorang melakukan 

transaksi jual beli. DP dalam peraturan perundang-undangan 

dikenal dengan istilah uang panjar sebagaimana ketentuan 

dalam Pasal 1464 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 

(KUHPer) yang menyatakan sebagai berikut: 

“Jika pembelian dilakukan dengan memberi uang panjar, 

maka salah satu pihak tak dapat membatalkan pembelian 

itu dengan menyuruh memiliki atau mengembalikan uang 

panjarnya.”99
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Kemudian dalam jual beli dengan sistem DP (down 

payment), pihak pembeli menyerahkan uang DP atas harga 

barang sebagaimana kesepakatannya dengan pihak penjual, 

peristiwa ini terkemudian menimbulkan hak dan kewajiban 

bagi penjual dan pembeli. Menurut konsep hukum perdata, 

transaksi jual beli dengan sistem panjar merupakan 

perbuatan hukum perikatan yang asalnya dari perjanjian atau 

persetujuan yang termasuk dalam kategori hukum harta 

kekayaan relatif yang menimbulkan hak-hak perseorangan. 

Hematnya, jual beli dengan sistem panjar dalam konsep 

hukum perdata memiliki kedudukan sebagai bagian dari 

hukum perikatan yang bersumber dari perjanjian, sehingga 

mempunyai fungsi sebagai hubungan hukum yang 

melahirkan hak perseorangan yang tidak bisa dibatalkan 

sepihak.
100

 

Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 1457 dan 

Pasal 1458 KUHPer yang menyatakan sebagai berikut: 

“Jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak 

yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu 

barang, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang 

dijanjikan” 101 

 

“Jual beli dianggap telah terjadi antara kedua belah 

pihak, segera setelah orang-orang itu mencapai 

kesepakatan tentang barang tersebut beserta harganya, 

meskipun barang itu belum diserahkan dan harganya 

belum dibayar.”102 

 

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka jual beli atas 

suatu barang dianggap telah terjadi apabila telah dilakukan 

pembayaran uang panjar atau DP. 

Apabila dalam suatu transaksi jual beli yang dilakukan 

oleh orang yang melakukan pembayaran DP batal atau putus 
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sebelum selesai masa transaksi, maka berdasarkan ketentuan 

dalam Pasal 1464 KUHPer uang DP yang telah dibayarkan 

tidak dapat dikembalikan. Namun, dalam prakteknya juga 

terdapat jual beli atas suatu barang yang dilakukan melalui 

perjanjian secara tertulis. Dalam beberapa perjanjian 

terkadang mencantumkan klausul bahwa apabila terjadi 

pembatalan jual beli, maka pembayaran DP harus 

dikembalikan oleh pihak penjual. Apabila terjadi perjanjian 

demikian yang disetujui oleh para pihak, maka DP tersebut 

harus dikembalikan. Hal demikian terjadi karena perjanjian 

yang dibuat oleh para pihak, mengikat para pihak yang 

melakukan perjanjian sebagaimana asas pacta sunt 

servanda dalam Pasal 1338 KUHPer yang menyatakan 

sebagai berikut: 

“Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-

undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka 

yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik 

kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, 

atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-

undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad 

baik.”103 

 

Berdasarkan hal tersebut, maka pembatalan yang 

dilakukan oleh penjual berakibat penjual harus 

mengembalikan pembayaran DP atau uang panjar kepada 

pembeli. Namun, apabila pembatalan karena pembeli 

wanprestasi atau ingkar janji, maka penjual tidak wajib 

mengembalikan pembayaran DP kepada pembeli. 

KUHPerdata melalui Pasal 1381 telah menetapkan 

beberapa sebab yang mengakibatkan berakhirnya perjanjian 

sebagai berikut:
104

  

1) Pembayaran  

Pembayaran adalah pelunasan utang atau tindakan 

pemenuhan prestasi oleh debitur kepada kreditur. Pada 
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dasarnya pembayaran dilakukan di tempat yang telah 

dijanjikan, namun apabila di dalam perjanjian itu tidak 

ditentukan tempat pembayaran maka hal itu diatur dalam 

KUHPerdata. 

 

2) Penawaran pembayaran tunai diikuti dengan 

penyimpanan atau penitipan  

Konsinyasi adalah sebuah cara untuk menghapus 

perikatan. Hal ini karena pada saat debitur hendak 

membayar utangnya, pembayaran ditolak oleh kreditur 

sehingga debitur dapat menitipkan pembayaran melalui 

kepaniteraan Pengadilan Negeri setempat.  

3) Novasi (pembaruan utang)  

Novasi adalah perjanjian antara debitur dan kreditur 

saat perikatan yang sudah ada dihapuskan lalu dibuat 

sebuah perikatan yang baru.  

4) Perjumpaan utang  

Kompensasi adalah penghapusan masing-masing 

utang yang sudah dapat ditagih secara timbal balik antara 

debitur dan kreditur.  

5) Percampuran utang  

Percampuran utang adalah percampuran kedudukan 

antara orang yang berutang dengan kedudukan sebagai 

kreditur sehingga menjadi satu.  

6) Pembebasan utang  

Adalah pernyataan sepihak dari kreditur kepada 

debitur bahwa debitur dibebaskan dari utang. 

7) Musnahnya barang yang terutang  

Musnahnya barang yang terutang diartikan sebagai 

perikatan hapus dengan musnahnya atau hilangnya 

barang tertentu yang menjadi pokok prestasi yang 

diwajibkan kepada debitur untuk menyerahkannya 

kepada kreditur. Hilang atau musnahnya barang tersebut 

bukan karena kesalahan atau kelalaian debitur.  

8) Batal atau pembatalan  

Pembatalan diartikan sebagai pembatalan perjanjian-

perjanjian yang dapat dimintakan sebagaimana yang 
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sudah diuraikan sebelumnya pada syarat-syarat sahnya 

perjanjian.  

9) Berlakunya suatu syarat batal  

Berlakunya suatu syarat batal diartikan sebagai 

syarat yang apabila dipenuhi akan menghapuskan 

perjanjian dan membawa segala sesuatu pada keadaan 

semula, yaitu seolah-olah tidak ada sebuah perjanjian.  

10) Lewat waktu atau kadaluwarsa.  

Kadaluwarsa adalah suatu alat untuk memperoleh 

hak atas sesuatu atau untuk dibebaskan dari suatu 

perikatan dengan lewatnya suatu waktu tertentu dan atas 

syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang. 

Terdapat beberapa istilah dalam sistem hukum perdata 

Indonesia, yaitu “batal”, “batal demi hukum”, “dapat 

dibatalkan”, “membatalkan”, dan “kebatalan”. Terdapat 

beberapa dasar atas kebatalan suatu perjanjian, yaitu sebagai 

berikut:
105

  

1) Tidak terpenuhinya persyaratan yang ditetapkan oleh 

Undang-undang untuk jenis perjanjian formal, yang 

berakibat perjanjian batal demi hukum.  

2) Tidak terpenuhinya syarat sahnya perjanjian, yang 

berakibat:  

a) Perjanjian batal demi hukum, atau  

b) Perjanjian dapat dibatalkan.  

3) Terpenuhinya syarat batal pada jenis perjanjian yang 

bersyarat.  

4) Pembatalan oleh pihak ketiga atas dasar action paulina.  

5) Pembatalan oleh pihak yang diberi wewenang khusus 

berdasarkan Undang-undang.  

Frasa “batal demi hukum” merupakan frasa khas bidang 

hukum yang bermakna “tidak berlaku atau tidak sah menurut 

hukum”. Dalam pengertian umum, kata batal saja sudah 

cukup menjelaskan bahwa sesuatu menjadi tidak berlaku 

atau tidak sah, rupanya frasa batal demi hukum lebih 
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memberikan kekuatan sebab tidak berlaku atau tidak sahnya 

sesuatu tersebut dibenarkan atau dikuatkan menurut hukum, 

bukan hanya tidak berlaku menurut pertimbangan subjektif 

seseorang atau menurut kesusilaan/kepatutan.
106

 

b. Perjanjian Jual Beli Dengan Down Payment (DP) 

Menurut Hukum Ekonomi Syariah 

Menurut pandangan syari'ah Islam jual beli dengan 

membayar sejumlah uang di muka (down payment) ini 

dikenal dalam bahasa fiqh dengan istilah urbun. Definisi 

terbaik untuk jual beli ini adalah yang telah disampaikan 

Ibnu Qudamah, yaitu seseorang membeli barang kemudian 

membayarkan kepada penjual satu Dirham atau semisalnya. 

Dengan syarat, bila pembeli jadi membelinya maka uang itu 

dihitung dari harga, dan jika tidak jadi membeliya maka itu 

menjadi milik penjual. Semakin meningkatnya promosi yang 

ditawarkan dengan uang muka (down payment) yang murah 

bertambahnya minat konsumen untuk mengambil produk 

yang ditawarkan.
107

 

Hukum uang muka ini (down payment) masih menjadi 

perdebatan antar para imam madzhab dan para ulama. Ada 

ulama yang membolehkan namun banyak juga yang 

melarangnya dikarenakan ada alasan tetentu yang 

menjadikannya dilarang yaitu sebagai berikut: 

Menurut imam madzhab yang membolehkan jual beli 

dengan sistem panjar hanyalah imam Ahmad bin Hanbal 

beserta dengan murid-muridnya. Hal ini berdasarkan pada 

alasan yang mengatakan bahwa jual beli dengan sistem 

panjar itu menerapkan asas kepercayaan dalam 

bermuamalah yang terjadi antara seorang penjual dan 

seorang pembeli. Jual beli dengan sistem uang muka juga 

terjadi atas dasar adanya kebutuhan terhadap suatu barang, 

tetapi dengan tidak adanya kemampuan untuk membeli 

dengan uang tunai. Jadi, bai' al-'urbun menurut ulama 

Hanabilah termasuk jenis jual beli yang mengandung 
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kepercayaan dalam bermuamalah, yang diperbolehkan atas 

dasar kebutuhan hajat menurut pertimbangan 'urf (adat 

kebiasaan).
108

 

Kalangan ulama yang tidak memperbolehkan jual beli 

dengan sistem ini adalah jumhur ulama (mayoritas ulama 

selain Imam Ahmad dan pengikutnya) yang terdiri dari 

Imam Abu Hanifah dan para muridnya, Imam Malik dan 

Imam Syafi'i. Imam Abu Hanifah beserta para muridnya 

berpendapat jual beli dengan sistem panjar atau uang muka 

hukumnya tidak boleh, dikarenakan dalam jual beli tersebut 

termasuk jual beli yang fasid (rusak). Sebagaimana telah 

disebutkan dalam kitab Fatawa al-Safdiy. Lebih jauh lagi 

Imam malik mengatakan bahwa jual beli dengan sistem uang 

muka (down payment) termasuk ke dalam jual beli yang 

batal. Senada dengan yang dikemukakan oleh Abu Amr bin 

Abd al Baar dalam kitabnya At Tahmid.109 

Terminasi akad adalah tindakan mengakhiri perjanjian 

yang telah tercipta sebelum dilaksanakan atau sebelum 

selesai pelaksanaannya. Terminasi akad di sini dibedakan 

dengan berakhirnya akad di mana yang terakhir ini berarti 

telah selesainya pelaksanaan akad karena para pihak telah 

memenuhi segala perikatan yang timbul dari akad tersebut 

sehingga akad telah mewujudkan tujuan yang hendak 

dicapai oleh para pihak. Sedangkan terminasi akad adalah 

berakhirnya akad karena di-fasakh (diputus) oleh para pihak 

dalam arti akad tidak dilaksanakan karena suatu atau lain 

sebab.
110

 

Boleh jadi pula suatu akad disertai semacam tindakan 

hukum para pihak yang memberikan kemungkinan kepada 

masing-masing untuk memutuskan akad bersangkutan secara 

sepihak dengan memikul suatu kerugian tertentu. Ini 

tercermin dalam pembayaran apa yang dalam hukum Islam 

dinamakan urbun (semacam uang panjar/cekeram). Di 
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kalangan ahli-ahli hukum Islam pra modern, urbun 

merupakan institusi yang diperdebatkan apakah sah atau 

bertentangan dengan hukum Islam. Jumhur (mayoritas) ahli 

hukum Islam pra modern berpendapat bahwa urbun tidak 

sah menurut hukum Islam.
111

 

Sementara di lain pihak, mazhab Hambali termasuk 

Imam Ahmad (w.241/855) sendiri memandang urbun 

sebagai sesuatu yang sah dan tidak bertentangan dengan 

hukum Islam. Ahli-ahli hukum Islam kontemporer dan 

Lembaga Fikih Islam OKI mengambil pandangan fuqaha 

Hambali dan menerima urbun sebagai suatu yang tidak 

bertentangan dengan hukum Islam, dengan alasan bahwa 

hadis Nabi Muhammad Saw yang digunakan untuk melarang 

urbun tidak sahih sehingga tidak dapat menjadi hujjah.
112

 

Beberapa KUH Perdata di negara-negara Islam yang 

didasarkan kepada hukum syariah juga menerima pandangan 

Hambali ini yang menganggap urbun sebagai sesuatu yang 

sah. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Muamalat Uni 

Emirat Arab 148 dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 

Irak Pasal 92 ditegaskan sebagai berikut:  

1) Pembayaran urbun dianggap sebagai bukti bahwa akad 

telah final di mana tidak boleh ditarik kembali kecuali 

apabila ditentukan lain dalam persetujuan atau menurut 

adat istiadat.  

2) Apabila kedua belah pihak sepakat bahwa pembayaran 

urbun adalah sebagai saksi pemutusan akad, maka 

masing-masing pihak mempunyai hak menarik kembali 

akad; apabila yang memutuskan akad adalah pihak yang 

membayar urbun, ia kehilangan urbun tersebut dan 

apabila yang memutuskan akad adalah pihak yang 

menerima urbun, ia mengembalikan urbun ditambah 

sebesar jumlah yang sama.
113
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Ketentuan ini memerlihatkan adanya dua tujuan urbun, 

di antaranya sebagai berikut: 

1) Urbun yang dimaksudkan sebagai bukti untuk 

memperkuat akad di mana akad tidak boleh diputuskan 

secara sepihak oleh salah satu pihak selama tidak ada 

persetujuan atau adat kebiasaan yang menentukan lain. 

Dengan demikian, urbun merupakan bagian dari 

pelaksanaan perikatan salah satu pihak, dan merupakan 

bagian dari pembayaran yang dipercepat.  

2) Urbun juga dimaksudkan sebagai pemberian hak kepada 

masing-masing pihak untuk memutuskan akad secara 

sepihak dalam jangka waktu yang ditentukan dalam adat 

kebiasaan atau yang disepakati oleh para pihak sendiri 

dengan imbalan urbun yang dibayarkan. Apabila yang 

memutuskan akad adalah pihak pembayar urbun, maka ia 

kehilangan urbun tersebut (sebagai kompensasi 

pembatalan akad) yang dalam waktu yang sama menjadi 

hak penerima urbun. Sebaliknya, apabila pihak yang 

memutuskan akad adalah pihak penerima urbun, ia wajib 

mengembalikan urbun yang telah dibayar mitranya, 

disamping tambahan sebesar jumlah urbun tersebut 

sebagai kompensasi kepada mitranya atas tindakannya 

membatalkan akad.
114

 

Berdasarkan dari apa yang dikemukakan di atas tampak 

bahwa akad yang semula mengikat bagi kedua pihak 

berubah menjadi akad yang tidak mengikat karena adanya 

urbun yang ditujukan untuk menjadi imbalan atas pemutusan 

akad secara sepihak. Dengan demikian, tampak pula bahwa 

urbun merupakan sarana melalui pemutusan akad dilakukan.  

Sementara di Indonesia, dalam Fatwa Syariah Nasional 

(DSN) dikenal juga suatu institusi serupa urbun dan disebut 

uang muka. Pembayaran uang muka ini dapat diberlakukan 

dalam akad pembiayaan murabahah antara sebuah Lembaga 

Keuangan Syariah (LKS) dengan nasabahnya. Ketentuannya 

disebutkan pada angka 7 dari amar kedua Fatwa DSN yang 
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berbunyi “Jika uang muka memakai kontrak urbun sebagai 

alternatif uang muka, maka jika nasabah memutuskan untuk 

membeli barang tersebut, ia tinggal membayar sisa harga. 

Jika nasabah batal membeli, uang muka menjadi milik bank 

maksimal sebesar kerugian yang ditanggung oleh bank 

akibat pembatalan tersebut; dan jika uang muka tidak 

mencukupi, nasabah wajib melunasi kekurangannya”.
115

 

Tampaknya konsep urbun (uang muka) dalam Fatwa 

Dewan Syariah Nasional ini lebih cocok dikualifikasi 

sebagai ganti rugi berdasarkan kesepakatan dengan 

pembayaran awal dari pada urbun dengan alasan bahwa;  

1) Pemotongan urbun (uang muka) oleh LKS dalam hal 

nasabah membatalkan akad murabahah didasarkan pada 

besarnya kerugian yang dialaminya, sehingga apabila 

urbun itu lebih besar dari kerugian LKS, sisanya 

dikembalikan kepada nasabah dan apabila lebih kecil, 

LKS dapat meminta tambahan kekurangannya.  

2) Dalam konsiderannya, Dewan Syariah Nasional tidak 

menyinggung hadis larangan urbun.  

3) Sebaliknya fatwa tersebut mengutip hadis tentang syarat 

(klausul) perjanjian, “Kaum Muslimin setia kepada 

syarat-syarat mereka,” dan hadis tentang ganti rugi, 

“Tidak boleh merugikan diri sendiri dan tidak boleh 

merugikan orang lain.”
116

 

Apabila suatu transaksi menggunakan klausul urbun, 

maka akan memunculkan akibat hukum sebagai berikut:  

1) Menurut madzhab Maliki, transaksi yang menggunakan 

urbun menjadi batal. Dan obyek transaksi harus 

dikembalikan kepada penjual dan uang muka juga harus 

dikembalikan kepada pembeli.  

2) Menurut madzhab Syafi‟i, transaksi yang menggunakan 

urbun menjadi batal jika klausul urbun disebutkan di 

dalam akad. Tapi apabila klausul urbun disebutkan 
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sebelum akad atau sesudah akad maka hukum transaksi 

sah, sedangkan klausul urbun tidak berlaku.  

3) Menurut madzhab Hanafi, transaksi yang menggunakan 

urbun menjadi batal karena terdapat syarat yang 

membatalkan akad.  

4) Menurut madzhab Hanbali, transaksi yang menggunakan 

urbun sah dan klausul urbun juga mengikat meskipun 

tidak disebutkan masa tunggu antara transaksi dengan 

waktu pelunasan. Tapi menurut sebagian ulama madzhab 

Hanbali, transaksi dengan urbun harus ada pembatasan 

waktu antara akad dengan pelunasan. Dengan adanya 

urbun, maka akad menjadi lazim (mengikat) bagi penjual 

atau pihak yang menyewakan. Dengan demikian 

keduanya tidak boleh membatalkan akad. Sedangkan bagi 

pembeli atau penyewa, dengan adanya urbun ini mereka 

diperbolehkan untuk membatalkan akad dengan resiko 

mereka akan kehilangan urbun. Mazdhab Hanbali 

membedakan antara urbun yang dibayar sebelum akad 

dan yang dibayar sesudah akad. Jika urbun dibayarkan 

sesudah akad, maka urbun akan menjadi bagian dari 

harga pembayaran jika akad dilanjutkan dan menjadi 

milik dari penjual jika akad dibatalkan. Namun jika 

urbun dibayarkan sebelum akad, maka urbun akan 

menjadi bagian dari harga pembayaran jika memang akad 

dilanjutkan, tapi jika akad dibatalkan maka penjual wajib 

mengembalikan urbun kepada pemmbeli.  

Transaksi jual beli maupun sewa yang menggunakan 

klausul urbun dalam zaman modern ini telah menjadi suatu 

yang biasa terjadi. Dan beberapa fatwa ulama kontemporer 

telah menguatkan pendapat mazdhab Hanbali yang 

memperbolehkan transaksi urbun dengan alasan urbun 

sebagai sarana penguat transaksi antara kedua belah pihak, 

baik antara pembeli dan penjual maupun penyewa dan yang 

menyewakan. Dengan adanya urbun, penjual akan bisa 

terselamatkan dari resiko pembatalan transaksi. Sehingga 

jika terjadi pembatalan transaksi, maka penjual bisa 
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mendapatkan ganti rugi yaitu berupa uang muka yang 

menjadi hak penjual.
117 

c. Macam-macam Perjanjian 

1) Perjanjian timbal-balik ialah perjanjian yang 

menghadirkan hak dan kewajiban sebatas kepada para 

pihak yang berperjanjian seperti perjanjian jual-beli, 

perjanjian sewa-menyewa, dan sebagainya.  

2) Perjanjian sepihak adalah perjanjian yang mencuatkan 

kewajiban hanya pada satu pihak sedangkan pihak lain 

menerima (menikmati) haknya seperti perjanjian hibah, 

perjanjian pinjam-ganti, perjanjian jual beli dengan 

system DP (down payment) dan sebagainya.  

3) Perjanjian cuma-cuma adalah perjanjian yang 

memberikan keuntungan kepada pihak yang lain, 

sedangkan pihak pemberi tidak menerima atau mendapat 

manfaat dari pemberian tersebut seperti perjanjian hibah, 

perjanjian pinjam-pakai, dan sebagainya.  

4) Perjanjian atas beban ialah perjanjian yang mana atas 

prestasi pihak yang satu ada prestasi pihak yang lain dan 

kedua prestasi tersebut memiliki hubungan hukum, 

seperti perjanjian jual-beli, perjanjian sewa-menyewa, 

dan sebagainya.  

5) Perjanjian konsensuil didasarkan pada kesepakatan antara 

kedua belah pihak.  

6) Perjanjian riil tidak saja cuat karena adanya kesepakatan 

antar para pihak berperjanjian melainkan perlu dibarengi 

dengan penyerahan nyata atas barang seperti yang terjadi 

pada perjanjian penitipan barang, perjanjian pinjam-

pakai, dan sebagainya.  

7) Perjanjian bernama (perjanjian nominaat) merupakan 

perjanjian yang spesifik diatur oleh undang-undang dan 

memiliki nama tertentu seperti perjanjian jual-beli, 

perjanjian tukar-menukar, perjanjian sewa-menyewa, dan 

sebagainya.  
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8) Perjanjian tidak bernama (perjanjian innominaat) adalah 

kebalikan dari perjanjian bernama di mana perjanjian ini 

tidak mempunyai nama tertentu pun tidak diatur oleh 

undang-undang seperti leasing dan fiducia.  

9) Perjanjian liberatoir ialah perjanjian yang membebaskan 

kewajiban hukum tertentu dari pihak yang terikat atasnya 

seperti pembebasan utang.  

10) Perjanjian kebendaan merupakan perjanjian yang 

disepakati guna menyerahkan atau mengalihkan atau 

menimbulkan atau mengubah atau menghapuskan hak-

hak kebendaan seperti perjanjian jual beli.  

11) Perjanjian obligatoir ialah perjanjian yang 

mengakibatkan lahirnya perikatan antar kedua belah 

pihak berperjanjian.  

12) Perjanjian accesoir ialah perjanjian yang membelakangi 

atau mengikuti perjanjian pokok seperti hipotek, gadai, 

dan borgtocht.118
 

6. Syarat Jual Beli dengan Sistem Down Payment (DP) 

Menurut Hukum Islam 

Mengenai jual beli sistem panjar, hal ini nampak jelas 

bahwa menjadi salah satu sistem jual beli yang sering dilakukan 

oleh masyarakat dan tidak memiliki suatu keanehan dan 

kejanggalan lagi bagi mereka, dengan praktik sejumlah uang 

yang dibayar di muka oleh seseorang yang membeli barang 

kepada penjual dengan ketentuan transaksi mereka lanjutkan, 

maka uang panjar itu dimasukkan ke dalam harga pembayaran 

dan kalau tidak jadi, maka uang yang dibayarkan di muka 

menjadi milik penjual.
119

 

Jual beli sistem panjar yang dilakukan oleh masyarakat 

sudah menjadi kebiasaan bagi mereka, baik telah menentukan 

batas waktu pembayaran atau belum menentukannya, tapi 

dengan ketentuan penjual memiliki hak menagih kepada 

pembeli untuk melunasi sisa pembayaran setelah keduanya 

sepakat dan serah terima barang. Akan tetapi, ketika transaksi 
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ini batal atau tidak jadi, maka penjual mendapatkan uang panjar 

yang diberikan oleh pembeli dengan alasan bahwa uang panjar 

tersebut sebagai ganti rugi atas suatu barang yang tidak jadi 

dibelinya,  tentu ini menjadi kerugian bagi pihak yang 

memberikan panjar karena selain harus mengembalikan barang 

kepada penjual, uang panjarnya juga menjadi milik penjual.
120

 

Berdasarkan hal tersebut dapat diketahui bahwa, praktik 

jual beli ini mengandung unsur spekulasi atau pertaruhan 

terhadap para pembeli, karena tidak ada yang bisa memastikan 

apakah pembeli mampu melunasi sisa pembayaran sesuai tempo 

yang telah disepakati, karena jika tidak mampu melunasi sisa 

pembayaran sesuai dengan tempo yang telah disepakati, maka 

uang panjar menjadi milik penjual dan itulah ketentuannya. 

Dengan kata lain, dalam jual beli panjar ini memiliki ketentuan 

bahwa, pembeli harus memberikan uang muka kepada penjual 

sebagai tanda jadi pembelian, dan melunasi sisa pembayarannya 

sesuai dengan masa tempo yang ditetapakan. Jika tidak 

melunasi sisa pembayarannya, maka barang yang dipanjar harus 

dikembalikan kepada penjual dan uang panjarnya menjadi milik 

penjual seutuhnya.  

Jual beli semacam ini tidak dipersoalkan lagi di masyarakat 

dan sudah menjadi kebiasan masyarakat dengan anggapan 

bahwa uang panjar yang menjadi milik penjual sebab pembeli 

gagal melunasi sisa pembayarannya sesuai dengan tempo yang 

telah disepakati, adalah kompensasi yang diberikan kepada 

penjual yang menunggu barang dan sisa pembayaran dan 

penjual juga kehilangan kesempatan untuk menjual ke pihak 

lain.
121

 

Di antara syarat yang rusak membatalkan jual beli adalah 

syarat yang dengan sendirinya sudah menjadikan transaksi 

tersebut rusak, tetapi tidak berpengaruh pada jual beli tersebut. 

Contohnya, jika seprang pembeli memberi syarat kepada 

penjual kalau ia rugi, maka ia akan mengembalikan barang 

tersebut kepadanya. Syarat yang semacam ini adalah syarat 
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yang dianggap rusak atau bātil, sebab pada hakikatnya ia telah 

bertentangan dengan inti dari akad jual beli. Inti dari jual beli 

adalah seorang pembeli mempunyai hak guna secara mutlak 

terhadap barang yang dibeli.
122

 

Majelis fiqh Islam dibolehkannya jual beli dengan uang 

muka. Adapun syarat-syarat jual beli sistem Down Payment 

(DP) sebagai berikut: 

a. Yang dimaksud dengan jual beli dengan uang muka adalah 

menjual barang, lalu si pembeli memberi sejumlah uang 

kepada si penjual dengan syarat bila pembeli jadi mengambil 

barang tersebut, maka uang muka tersebut masuk dalam 

harga yang harus dibayar. Namun kalau si pembeli tidak jadi 

jadi membelinya, maka sejumlah uang (muka yang 

dibayarkan) tersebut menjadi milik penjual. Transaksi ini 

selain berlaku untuk jual beli juga berlaku untuk sewa 

menyewa, karena menyewa berarti membeli fasilitas. Di 

antara jual beli yang tidak diperbolehkan dengan sistem 

uang muka adalah jual beli yang memiliki syarat harus ada 

serah terima pembayaran atau barang transaksi di lokasi 

akad (jual beli as-salam) atau serah terima keduanya (barter 

komoditi riba fadhal dan Money Changer). Dan dalam 

transaksi jual beli murabahah tidak berlaku bagi orang yang 

mengharuskan pembayaran pada waktu yang dijanjikan, 

namun hanya pada fase penjualan kedua yang dijanjikan.
123

 

b. Jual beli dengan uang muka dibolehkan bila waktu 

menunggunya dibatasi secara pasti, Uang muka tersebut 

dimasukkan sebagai bagian pembayaran, bila sudah dibayar 

lunas. Dan menjadi milik penjual bila si pembeli tidak jadi 

melakukan transaksi pembelian.
124
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Simpulan 

1. Praktik jual beli dengan sistem down payment (DP) di Toko 

Bayu, Pasar Tugu Bandar Lampung yaitu dengan membayar 

uang muka atau DP. Mengenai besarnya uang tersebut yakni 

jika pembeli baru maka harus memberikan uang sebesar 50% 

sementara pembeli lama yaitu 10% dari barang yang ingin 

dibeli sebagai jaminan untuk barang tersebut. Jangka waktu 

yang diberikan untuk pembeli baru adalah 3 hari dan untuk 

pembeli lama yakni 7 hari. Barang tersebut bisa dibawa pulang 

jika pembeli sudah melunasi sisa pembayarannya, namun 

apabila dalam kurun waktu tersebut belum dilunasi maka uang 

yang sudah diberikan dianggap hangus.  

2. Praktik jual beli Pakaian dengan sistem down payment (DP) di 

Toko Bayu, Pasar Tugu Bandar Lampung sudah sesuai dengan 

hukum ekonomi syariah, hal ini dikarenakan jual beli tersebut 

menerapkan asas kepercayaan dan terjadi atas dasar adanya 

kebutuhan terhadap suatu barang namun tidak ada kemampuan 

untuk membeli secara tunai, dalam hal ini jual beli dengan 

sistem down payment (DP) di Toko Bayu, Pasar Tugu Bandar 

Lampung termasuk jual beli yang mengandung kepercayaan 

dalam bermuamalah yang diperbolehkan atas dasar kebutuhan 

hajat menurut pertimbangan‘urf (adat kebiasaan). Adapun 

hangusnya uang DP apabila pembeli membatalkan jual beli 

tersebut merupakan konsekuensi yang sudah disepakati oleh 

kedua belah pihak. 

 

B. Rekomendasi 

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis memberikan sebuah 

rekomendasi yaitu sebagai berikut: 

1. Bagi penjual pada saat pembeli menyerahkan uang muka 

seharuanya bisa diberikan tanda bukti pembayaran uang muka 

seperti kwitansi. 
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2. Menurut Imam Ahmad bin Hanbal jual beli dengan sistem down 

payment (DP) diperbolehkan sehingga praktik jual beli dengan 

sistem down payment (DP) di Toko Bayu, Pasar Tugu Bandar 

Lampung tidak bertentangan dengan hukum ekonomi syariah.  
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